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Hukum Nasional adalah Hukum NKRl yang harus dibangun dan

dikembangkan guna menata kehidupan botharigsa dan beme ara daiam '
kernerdekaan, dan menujudkan Tujuan NKl<Iyang tersurat dal A1' TV
Pembukaan UUD NRI Tallun 1945. Sesuai dengan ketentuan Pusal H ATUR, ^\. N

PERALIHAN 000 N1 1945, Feinbangunan Hukum Nasional yang menputi

pembentukan, pelaksananrt ataupenerapan, dan penegakan hulcum (baik heni a eoc
main!endnce inaupun law ei!forcement), terniasuk di datarrmya evaluasi atas produk
hukumyangtelahdibuatdandilaksanakansertaevaluasiterhada mek k
dankine^japarapembentukhukuin, pelaksanaataupenera hukum, da k
hukum) telali dilaksarialcariselama 67 tahun Iebih.

PenelitianinidifokuskanpadaPembangunanHukumNasionaluntuk k "
dan menganalisis pelaksanaan Perubangunan Hukum Nasional guna mengetahui

apakahPembangunanHukumNasionaldapatmewujudkanSistemHuk N I.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah t d

yuridis nonnatif yang bermmpu pada data sekunder yang dikum ulkan d
meIakukanstudipustakaataustudidokumenterhadapbahanhukum ri d ball
hukum sekunder. analisis terhadap hasilpenelitian yang bersifat deskr' t'f I"
dilakukan dongan metode kualitatif.

Dan penelitian ini diketahui bahwa Perubangunan Hukum Nasional belum

berhasilmewujudkanSistemHukumNasional an uruhkaT h adanya
kelemaliani pada budaya hukum. Hal tersebut disebabkan o1eh kendala berupa
kurarignyakesadaran dan Pemerintaliakanartipenting Pembari urianB d Huk
penyelenggara negara (karena seiain Tencana Feinbangunan Budaya HUIcum baru
masul<pada GBHN 1998, juga berdasarkan GBHN 1998, GBHN 1999-2004, U N .
25 Tallun 2000, dan 00 No. 17 Tallun 2007 yang altari dibangun hanya buda a
hukum masyarakat), dan ketiadaan keteladanan dan penyelenggara ne ara (d I
ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

RINGi<. AsAN
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Untilc mengatasi kendala-keridala tersebut di atas disarankan

Feinbangunan Budaya Hukum masyarakat ditingkatkan, dan Pemban urian B d

Hukurn penyelenggara negara (dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
dimasukkan sebagaisalahsatukebfjakan daiam Feinbangunan HukumN I, d
pelaksanaamiya diprioritaskan.
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A. LatarBelakang

TujuanNKRlyang diproklamasikan kernerdekaann a ada t 117

Agustus 1945 adalalimelindungisegenap bangsa Indonesia dan s I h t all

darah Indonesia, memaiukan kesejahteraan urnum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut serta meIchsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kernerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan SOSial.

Untilk menujudkan Tujuan NKRl yang tersurat dalam A1' IV

Feinbukaan UUD NII945' tersebut dilaksanakan Feinbangunan Nasional yan

menipakan rangkaian pembangunan yang menputiseluruh kehidu an mas a ak t,
bangsa dan Negara Indonesia, sehingga menipakan Ginban urian

Indonesiaseutu}myadanpembangunanseluruhmasyarakatlndonesia' t'd k

saiameliputipembangunan fisiktetapijugapembangunan mental.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional SGIama ini, hukum sekaligus

menipakan subjek dan objek. ' Sebagai subjek, hukum me k

penunjang agar Feinbangunan Nasional dapat berlangsung den an tert'b d

BABl

PENDAHULUAN

- - -.--- .-- ~--- . - -

Sesuai dengan Kesepakatan Dasar berkaitan dengan Perubahan Uuo 1945
o1ehPanitia, dHoclMPRRl, yangantaralainberupa"Tidakme b hP b k it
mala dalam Perubahan UUD 1945 bunyi Pembukaan UUD 1945 lidak d' b h. L' :
lenderalMPR in, "DasarYuridis dan KGsepakatan DasarDalam Pe bh U "
Sekretariat Jenderal MPR R1, 2003, Pandara" Damm Meinas or folko U d
NegaroRepz, 61^^Indonesia, Sekretariat lenderal MPR Rl, Jakarta, h1 . 19-29.

Libat: Ketetapan MPR RINo. IV/MPR/1973, Ketetaan MPR RIN ,IV ,
KetetapanMPRRIN0.111MPR/1983, danKetetapanMPRRIN0. !11MPR/1988 '
bahwa ... hakekatPembangunanNasionaladalah Feinban urianM Id
Pembangunan seiuruh Masyarakatlndonesia "

Mengenai halini Lili Rasjidi menyebutnya sebagai"hukum mewu' dk d" d I
we!jah. Lihat:LiliRasjidi, "FeinbangunanHukumMenonso M k '"
dalam The Band!,"gLmvyers, 1998, Beberop@ Feinikiron Hz!ki, in M k'/!b d
alma, ham Prey: Dr. Kom@"K@"room04iq, S. H. , LLM), Penerbit An, kasa, Bandun * him. 432,434 '

sarana
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teratur sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemban urian

Nasional. Sementara sebagaiobjek, hukum menipakan salah satu as ek an ^

dibangun daiam Pembangunan Nasional. Dengan demikian, Pemban

HukumNasionalmerupakan bagian integral dan Pembangunan Nasional.

Menurut Otie Salman, dalam Pembangunan Nasional, hukum da at

belperan di depan dan berimigsisebagai sarana pembaharuan mas arakat an

mengubali pola pemikiran masyarakat menjadi pola pemikiran an rasional d

modern. Sebagai konsekuensi dan hagsi hukum sebagaisarana Ginbaharua

masyarakat inaka perubalian yang dimginkan herialan secara teratur d

direnCanakan. 4

Tonggak pertama Feinbangunan Hukum Nasional adalah ketentuan Pasal

H ATURAN PER, \. LIHAN UUD NII94S' yang menyatakan bahwa "Segala

badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku SGIama belum
diadakan yang bam menurut Undang-Undang Dasar ini", Dengan demikian

herdasarkan ketentuan yang dibuat dalam rangka mencegah tel:jadinya

kekosongan hukum (rech!svocz, urn) di NKRl pasca diproklamasikan

kernerdekaannya pada tangga117 Agustus 1945 tersebut dilakukan Pembangunan

Hukum Nasional yang terdiri dan "Pembaharuan Hukum" (yan menuti

"Penggantian Hukum warisan Pemerintah Hindia Belanda" dan "Pornbah

Hukuixi Nasional yang sudan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan

jaman"), dan "Perubuatan Hukum Bani".

Otje Salman, "Peranan Hukum Dalam Perubahan SOSial" daiam Ot'e S I , I ,
BeberQp@ASPek SOSio!ogiH"kt!in, Alumni, Bandung, hlm. 88.

DisiniistilahUUDN11945 dipergunakanuntukmenyebutUUD 1945sebel d
sedangkan UUD NRITahun 1945 dipergunakan untuk~men ebut UUD 1945 tlh d
(sesuaidengan ketentuan PusalHATURAN TAMBAHA}! UUDNRITahun 1945).
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Hingga saatitii Pembangunan Hukum Nasionalsudah benangsun SGIama

67 tallun Iebih tetapitemyata hingga tahun 2008 (selama 63 tahun) NKRl belum

meinpunyai Grond Design Sistem dan Pontik Hukum I\!asional atau rancangan

induk yang betisi arah kebfjakan Pembangunari Hukuin Nasional dan Pont'k

Hukum Nasional. Haltersebutterungkap pada Konvensi Hukum Nasionaltenta

"UUD 1945 SobagaiLandasariKonstitusional GrandDesi n Sistem d P I't'k

Hukum Nasional" yang diselenggarakan di Jakarta pada tan a115-16 M t

2008. Bahkan KonvensiHukumNasionaltersebutmerekomendas'k " I

disusun Grand Design Sistem dan Pontik Hukum Nasional den an UUD NRl

Tallun 1945 sobagailandasan konstitusional dan Pancasila sebagailandasan

inOSOfisnya".

Berdasarkan lainr belakang tersebut di inuka dilakukanlah penalman

mengenai "Feinbangunan Hukum Nasional (Kajian Nonnatif Menenai

Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Menu'udka S' t

HukumNasional)",

B. Perumusan Masalah

Penelitiarj jin difokuskan pada pelaksanaan Pemban unan H k

Nasional untok mengetahui apakah Perubangunan Hukum Nasional da t

menujudkan Sistem Hukum Nasional? Apabila ternata elaksan

Feinbangunan Hukum Nasional belum danat menujudkan Sistem Hukum

Nasional malta akan diteliti kendala-kendala yang menjadi penyebab belum

tonyujudnya Sistem Hukum Nasional tersebut agar dapat memberIkan

rekomendasi mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untilk mengatasi

3



keridala-keridala

Nasional tersebut,

C. Tujuan reinentian

Penelitian ini bermjuan mengkaji dan menganalisis pelaksanaan

Pembangunan Hukum Nasional untok mengetahui apakah elaksanaan

Pembarigunan Hukum Nasionaltersebut dapat mewujudkan Sistem Hukum

I\lastonal yang dicita-oital<an, dan keridala-kendala yang menjadi pen ebab belum

tenvujudnya Sistem Hukum Nasional dalam hal pelaksanaan Pemban urian

HUI<urn Nasionalternyata belum dapat mewujudkari Sistem Hukum Nasional.

yang menjadi ponyebab beluniterwujudnya Sistem Hukum

,

4



Hukum Nasional adalah Hukum Negara Indonesia yang harus diban un dan

dikembangkan guna menata kehidupan bechangsa dan bemegara daiam

kernerdekaan dan mewujudkan Tujuan NKRl yang tersurat dalam Annea IV

BABU

TINJAUANPUSTAKA

Feinbukaan UUD NRI Tahun 1945. Yang menjadi pertanyaan adalah a akah

pelaksanaan Perubangunan Hukum Nasionaltersebut dapat mewujudkan Sistem

Hukum Nasional. Mengingat Pembangunan Hukum Nasionaltersebut men uti

pornbentukan, pelaksanaan atau implementasi, dan penegakan hukum (yang menputi

peace maintenance dan Ion enforcemen!)'termasuk didalainnya evaluasi atas produk

hukum yang telah dibuat dan dilaksanakan sena evaluasiterhadap mekanisme ker'a

dan kiriejja para pembentuk hukum, pelaksana atau penerap hukum, dan penegak

hukum inaka untilk menjawab pertanyaan tersebut di bawaliini akan dikemukakan

beberapapendapat dan para chii.

Menurut Dias, hukum tidal hanya merupakan sekumpulan peraturan. Sesuai

dengan pendapat Dias tersebut malta agar meinpunyailegitimasi, hukum hams dibuat

sesuaidengan ketentuan yang berlalcu dan o1eh Iembaga yang diberi wewenang untuk

itu, dan agar bisa berlaku efektif mala hukum yang dibuat itu barus sesuai den an

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta tergantung pada para pelaksana (dalam

pelaksanaan atau implementasinya) dan penegak hukum (dalarn peoce mainiena, zce

mengisi

Soei:iono Soekanto, "Penegak Hukum" dalam Soetiono Soekant0, 2005, Foktor-F@k!or Y@"
Meinpengor"hipenegaka" Huh, in, Edisil Cetakan 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

So~ehardjo Sasirosoehardjo, "Politik Hukum chindonesia" Makalah Materi Kuliah Hukum
Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 29 Desember 1986, hlm. I-6.
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dan low enforcemeni-nya).' SGIain iru, (peraturan-peraturan) hukum yang

kenhatarmya herdiri sendiri-sendiritanpa Ikatan itu sebenamya diikat o16h bobera a

pengertian yang sifatnya Iebih urnum yang mengutamakan suatu tuntutan etis yang

aleh Paul Scholten disebut asas hukum yang terdapat dalam hukum OSitif, dan

karena adanya ikatan o1eh asas hukum tersebut inaka hukum meIupakan sebuah

Menurut Satiipto Ranardjo, haltersebuttergambar dengan jelas dalam TeoriSIStGm.

8124/8nbaa! dan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua (peraturan) hukum yang

menipakan bagian dan tatanan hukum (inulai dan Hukum Dasar bingga peraturan

paling konkret atau individual) bersuinber pada nilai dasar yang mengandung nilai-

nilai etis (Grt, rid}20rm). 10

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut di atas inaka dapat disimpulkan ballwa

"hukum menipakan satu sistem", Menurut Lon L. Fuller, ada dela an rinsi

(Principles of Legality) yang dapat dtiadikan ukuran untok mengatakariapakah dalam

suatu negara ada sistem hukum yaitu :"

Suatu sistem hukum barus mengandung peraturan-peraturan o1eh karena
itu tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang betsifat odhoc;

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Tidalc boleh ada peraturan yang berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan hams disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yan5.

ber!entangan satu sama lain;
Peraturan-peraturan tidal< boleh mengandung tuntutan yang me16bihi apa
yang dapat dilakukan;
Tidalc boleh ada kebiasaan untok senng mengubah-ubah peraturan an
dapat menyebabkariseseorang kehilangan orientasi; dan

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaamya sehari-han.

6.

7.

R. W. M. Dias, Jurisprudence, London: Butterworths, 1976, p. 696-700 seba aimana dikuti
Satiipto Rahardjo, "StrukturHukum DilihatDariDalam" dalam Sat'i to Rahard'o, 1982, 11 H k ,
Alumni, Bandung, hlm. 91-92. '

Paul Scholten, Handlerding 101 de 8804eni"g vqn her Neder/dinsch Burger/^k Rechi,
A1gemee" Deel, Zwolle: Tieenk Willink, 1954, hlm, 86 sebagaimana dikuti Sat'i to Rahard'0, 'b'd. ,
hlm. 90-91. '

Sadipto Rahardjo, ibid, , hlm. 91.
Lon L. Fuller, 1971, The Moral^fy ofLqw, New Heaven, Yale University Press, Conn. ,

39-91 sebagaimana dikutip Sanipto Ranardjo, ibid. , hlm. 92-93.
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Sementara iru Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa 56bagai sebuah

sistem, hukum mengandung tiga komponen (yang sating bermteraksisatu sama lain)

yang terdiri dan komponen substansi atau legol substance (yaitu aturan, norma, dan

pola perilaku nyata inariusia yang berada dalam sistem itu), komponen struktur atau

legal sill!chile (yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian

yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan), dan komponen

budaya hukum atau legdl camz, re (yaitu sikap inariusia terhadap hukum dan sistem

hukum, kepercayaan, nilai, pemikirari, sena barapamiya)."

Menurut AChmad A1i, apabila kita bicara mengenai Sistem Hukurn Indonesia

inaka yang disebut Struktur Hukum (yang diibaratkan sebagai mesin) adalah struktur

institusi-institusi penegakan hukum (yang menputi kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan) sehingga misalnya kita bicara tentang Hirarkhi Peradilan Urnum di

Indonesia inaka yang dibicarakan inulai institusi peradilan terendali (Fengadilan

Negeri) sampaitertinggi(Mallkamah Agung) tennasuk jumlah dan jenis pengadilan,

yurisdiksi Genis kasus yang boleh diperiksa, bagaimana dan mengapa), serta jumlah

hat'jin (Hatim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim Ianmya); Substansi Hukum (yang

diibaratkan sebagai apa yang dike^iaican dan dihasilkan o1eh mesin iru) adalah produk

yang dihasilkan o1eh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut seperti

keputusan, hukum tertulis, dan himun yang hidup dalam masyarakat (living low),

sedangkan budaya hukuin (yang diibaratt:an sebagai apa saia atau siapa saia yang

memumskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu sena memumskan

Lawrence M, Friedman (Penyz, "!ing: Nurainun Mangunsong)(Pen!e, y'emoh: M. Khozim),
2009, Sis!em Hz, kMm, Perspek!111mM SOSi@! (Tetiemahan dari The Legal System: A Social Science
Perspective, 1975, Russel Sage Foundation, New York), Cetakan I; Nusa Media, Bandung, hlm. 12-19. ,, ,
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bagaimana mesin jin digunakan) adala}I pemikiran dan pondapat mengenai hukum

yang menjadi penentujalarrriya proses hukum. "

Dengan terniinologiyang beTheda tetapi mengandung pengertiari an sama,
Jimly Asshiddiqie menyatakan ballwa:

Daiam hukum sebagaisuatu sistem terdapat:
I. elemen kelembagaan (elemen institusional);
2. elemen kaedah amran (elemen instrumental); dan
3. elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hat dan kewa"b

yang ditentukan o1eh nonna aruran itu (61emen subjektifdan kultural).
Kerigaelemen sistem hukum tersebut mencakup:
I. pembuatan hukum (/^w making);
2. kegiatanpelaksanaan atau penerapan hukum (/aw adminis!Idling);
3. kegiatariperadilan atas pelanggaran hukum atau law ad'I'diconn a

dalarriariisempit disebutl^v eP!forcemeiz!;
4, kegiatan pemasyarakatan dan pendidikan hukum (/aw socialization and

low education); dan
5. kegiatanpengelolaan informasihukum sebagaikegiatan enun'an ,
Kenma kegiatan tersebut dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan ne ara a't :
I. fullgsilegislasi dan regulasi, yang dtialankan o1eh or an to isI t'f 'I

Iembagaparlemen;
2, flingsi eksekutif dan administratif, yang d^alaiikan o16h or an ek ek t'f

yaitu birokrasi pemerintahan; dan
3 fungsiyudikatifatau yudisial, yang dijalankan o1eh or an udikatif I

birokrasi aparat penegakan hukum (yang mencakup kepolisian, kejaksaan,
danpengadilan). 14 ,,

Sementara jin dengan ballasa yang Iebih sederhana dan mudah dimen ert',

SatiiptoRa}lardjomengatakanbahwaSistemHukumternataterdirid :

peraturaimya sendiri, fasilitas"fasilitas, manusia-masusia pelaksananya, dan suatu

kompleks kekuataan-kekuatan SOSial, palitik dan ekonomi an beke ' t

hukum. Sesuaidenganunsur-unsurtersebutmakaPemban unanH k I' ^

I. Pembuatan peraturan yang baik yaitu peraturan yang meminki efektivita

yang tinggiuntoktinuanyang heridak dicapainya;

AChmad A1i, "Tiga Unsur Sistem Hukum" dalam AChmad A1', 2002, K
Dimdonesi@.. Penyeb@bay@ dan Sol"si"ya, Ghalia Indonesia, Jakarta* hlm. 7-15.

JimlyAsshiddiqie, "FeinbangunanHukum dilndonesia"daia J' I A h'dd' ', ,
Merit!!'"Negar@Hz, kumyo"goemokralis, SekretariatJenderaldanKe a 't M hk ' '
Rl, Jakarta, him. 201-202,

,-- - --~-.
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2. Penyediaan fasilitas yang dibutulikan bagipelaksanaan eraturan an

diciptakari;

3. Manusia-manusiayang bechubungan dengan pelaksanaan hukum; dan

4. Dukungan kekuatan-kekuatan diluar hukum yang memadai yang

meinarigkinkari hukum djjalankan dengan baik (yaitu fattor kernauan

politik untuk menialantan hukum dengan seksama atau merobiark

hukum d^alankan dengan seinestinya).'5

Menurut Soe^iono Soekanto, ada beberapa persyaratan yang harus di enuhi

agar suatu peraturan permidang-undarigan dapat berlaku yaitu:

I. Syarat berlaku secara filosofis (yaitu bahwa peraturan perundan -

undangan barns dibuat sesuai dongan nilai-nilai filosofis yan dianut o1eh

negara yang bersangkutan);

2. Syarat berlaku secara yuridis (yaitu ballwa peraturan perundang-undan an

barus dibuat o1eh Iembaga atallpejabat yang berwenang, menurut rosedu

atau tata cara pembuatan yang telah ditentukan, harus ada kesesuaian

bentok atau jenis peraturan perundang-undangan den an materi an

diatur, dan tidal< bertentangan dengan peraturan perundan -undari

yang Iebih tinggitingkatannya); dan

3, Syarat berlaku secara SOSiologis (yaitu ballwa suatu peraturan perundang-

undangan dapat berlaku secara efektif apabila dialcui dan di aruhi o1eh

anggota masyarakat di mana hukum itu diberlakukan o1eh karena it

SatjiptoRahardjo, "PembangunanHukum Yang Diarahkan PadaTu'uanN I"
Sat^pto Rahardj0, 2009, Pendidtkqn Haiku, it Seb@galPendidikan Mdrit, sinK@'I D~~
Hz, k"in dan Feinb@rig""@n H"kt, in NosioJ, Q/, Genta Publishing, Yo akarta, hlm. 179-181.
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dalam pembentukannya harus meinperhatikan kebutuhan dan

masyarakat). 16

Huntn yang merupakan sebuah sistem yang teldiri dan tiga komponen

tersebut menurut Gustov Radbruch rerdiri dan "Iiga Nilai Dasar" yaitu keadilan,

kepastian hukum, dan kegunaan atau kernanfaatan yang seralu berada dalam kondisi

qpannz!rigsver}?onHis atau ketegangan satu sama lain. " Menurut Satjipto Ranard'0,

hubungan yang selalu datam ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan

kernanfaatan tersebut dapat dimengerti karena ketiganya mengandung runtutan an

berlainan dan satu sama lain mengandungpotensiuntuk sanng bertentangan ''

Berkaitan dengan syarat berlaku secara filosofis yang mensyaratkan bahwa

pembuatan peraturan peruidang-undangan hams sesuai dengan nilai~nilai filosofis

yang dianut oreh negara yang beTsarigkutan sebagaimana dikemukakan o1eh Soer'ono

Soekanto tersebut dimuka, diNKRlyang metupakan Negara Hukum yang men anut

Supremasi Konstitusi(yang beram ballwa KonstitusiA, IUD NRI Tahun 1945 adalah

hukum tertinggi) sebagaimana ditentukan daiam Pasal I ayat (3) UUD NRI Tallun

1945 inaka semua tindakan dan para penyelenggara negara dan warga negara

(terniasuk dalam pembuatan undang-undang atau pembentukan hukum) harus sesuai

dongan dan tidal< boleh bertentarigan dengan Hukum Dasar yaitu UUD NRI Tahun

1945 (yang merupakan Politik Hukum Dasar), dan DIGh karena itu tentu saia harus

sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Norma Dasar (Grt!ridnorm atau

SIaat. ^fundomen/o1/10rm) Pancasila yang merupakan Pontik Hukum Ideal (yang

Soetiono Soekant0, 1984, Inventorisosi don Anatiso Peru"dang-undern on Lal" Li"to ,
Rajawali, hlm. 12. '

Gustav Radbruch, Eta/'"hr",, g in die Rechtsivisse"$6hqii, (Stuttgard: K. F, Koehler, 1961),
hlm. 36 sebagaimana dikutip Sat^pto Rahardjo, "Berbagai Tatanan dan Sifat-Sifatn a" dalam Sat" t
Rahardjo, flint, ... , op. cii. , hlm. 20.2 I.

Satiipto Rahardjo sobagaimana dikutip Tb. Ronny Ranman Nitibaskara, "Pene ak
Supremasi Hukum dan Keridalanya" datam Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, re okkan~H k
G"nakiri Hz, k"in, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 59-60.
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menurut Pasa12 UU No. 12 Tallun 2011 menipakan "sinnber segala sumber hukum'*)

yang tersurat dalam Aimea IV Pembukaan UUD Nl<I Tahun 1945, sena meni akan

sat!I kesattian dan bagian yang tidal ternisahkan dan UUD NRI Tallun 1945. SGIain

jin datam pembuatan undang-undang ataupembentukan hukum harus meinperhatikan

pontik hukum atau legal poll^y yang ada agar terbentuk kondisiideal(yang meliputi

konsistensi, koherensi atall keterkaitan, dan korespondensi atau adan a hubun an

yang erat) di mana produk hukum yang dihasilkan Iaat asas atau sinkron secara

vertikal, dan sinkron secara bonsontal atau harrnonis dengan peraturan perundang-

undangarilain yang mengaturhalyang sama.

Menurut Moh. Mallfiid MD, , Norma Dasar Pancasila mengandung Gin at

kaidah penuntun yaitu:

Hukum hams menndungisegenap bangsa dan menjamin keutuhan ban sa,
dan o1eh karenanya tidak boleh ada hukum-hukum yang menanam heriih-
benih dis-integrasi;

b. Hukum harus marnpu menjamin keadilan SOSial dengan memberikan
proteksi khusus bagi golongan Iemah agar tidak tereksploitasi dalam
persaingan bebas malawanyang kuat;
Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus meinban un
demokrasisejalan dengan nomokrasi(negara hukum);
Hukum tidak boreh diskriminatif berdasarkan Ikatan primordial a a un
dan barus mendorong terciptanya toneranSI beragama berdasarkan
kernanusiaan dan keberadaban. "

o1eh karena iru para legislator dalam pembuatan undang-undang atau perubentukan

hukum harus meinperhatikan keempat kaidah penuntun tersebut,

a.

C.

d.

Moh. Mahfud MD. , 2006, Meinb@, zg"" Fom^^ Hz, k"in, Meng akko"
LP3ES Indonesia* Jakarta, hlm. 16-17.

Kons/irusi, Pustaka
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A. MetodeFendekatan

Penelitian jin menipakan penelitian yuridis nounatifkarena menem artcan

hukum sebagai bangunan SIStem nouna, dan berhenti pada lingkup konse si

hukum, asas hukum, dan kaidaliperaturan atau substansi hukum. " dan meni altari

penelitian inventarisasihukmn POSitif" atas produk-produk hukum yang mengatur

Feinbangunari Hukum Nasional; dengan menggunakan pendekatan erundari-

undangan (stall!!e OPProoch), pendekatan seiarali (historicol approach), dan

pendekatan perbaridingan (comparative approach)" untuk mengkaji dan

menganalisis berbagai produk hukum yang mengatur Feinbangunan Hukum

I^Iasional guna mengetaliui apakali pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional

dapat menujudkan SIStem HUIcum Nasional. Apabila ternyata elaksanaan

Pembangunan Hukum Nasional belum dapat menujudkan Sistem Hukum

Nasional mala akan diteliti keridala~keridala yang menjadi penyebab belum

termijudnya Sistem Hukurn Nasional agar dapat memberikan rekomendasi

mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi keridala-keridala

yang menjadipenyebab belurn terwujudnya Sistem HukumNasional.

BAB 111

METODEPENELITIAN

Soetandyo Wignyosoebroto sebagaimana dikutip Barnban Sun on0, "11mu Pen etah
dan Penelitian" dalam Bambang Sunggono, Melodo!ogi Penem, tin Haikum, 1998* Edisi I Cetakan I,
PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43; dan Mukti FajarND dan Yulianto Ahmad "P d h I "
dan "Dualisme Penelitian Hukum" dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2007, D I'
Feng!inari Hz, kt, in, Cotakan I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadi an Yo akarta, Y k rt ,
hlm. 21,25, dan27. '

Ronny Hanit^o Soemitro, "Penelitian Hukum NormatiF' daiam Ronn Haniti'o Soem'Io,
1990, MelodologiPe"elmo, I Hz, k"in dern Jarimerri* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 12-15.

Soer:iono Soekanto dan Sri Mainudji* 1985, Pene!IT^^" Hitk"in Normanf; Sworn Tin'a, ,an
Singko!, CV R:\jawali, Jakarta, hlm. 15; dan Soe!iono Soekant0, 1982, Pen anfar Pen It' H k ,
CetakanU, UlpRESS, Jakarta, hlm. 50. ' '
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B. SpesifikasiPenelitian

Penelitian ini hersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan atau

memberikan data seteliti inungkin" produk-produk hukum yang mengatur

Perubarigunan Hukum Nasional untuk mengkaIji dan menganalisis semua produk

hukum tersebut guna mengetahui apakah pelaksanaan Feinbangunan Hukum

Nasionaldapat mewujudkan Sistem HukumNasional.

C, Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

(yaitu data dan ballan pustaka)" berupa:'5

I. Bahan Hukum Primer, yang menputi:

a. UUDN11945 danUUD NRITahun 1945;

b. KGtetapan MPRS RI No. IMPRS/1960 tentang Manifesto Pornik

Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara;

c. KGtetapan MPRS I^. I No. 111MPRS/1960 tentang Oaris-garis Besar Pola

FeinbangunanNasional SeinestaBerencana Tahapan Pertaina 1961-1969;

d. KGtetapan MPRS in No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tentb Hukum

Republik Indonesia danTataUrutan Peraturan Perundang-undangan;

e. KGtetapan MPR RI No. TVMPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

f. Ketetapan MPR I^I No. TVnvlPR!'1978 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

Soe!iono Soekanto, Fenga"jar ... , ibid. , hlm. 11.
Soe^iono Soekanto, Fengo"!or ..., IOC. ci!..
Ronny Hanittio Soemitro, op. elf. , hlm. 11-12.
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g. Ketetapan MPR RIN0. 11NPR/1983 tentang Cans-garis Besar Haluan

Negara;

h. KGtetapan MPR RI No. 111MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

i. KGtetapan MPR in No. 1111vlPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

j. KGtetapan MPR RI No. 11nvlPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

k. KGtetapan MPR RI No. XIMPR/1998 tentang Kebijakan Reformasi

FeinbangunanBidangHukum;

I. Ketetapan MPR in No. IVMPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara Tallun 1999-2004;

in. Ketetapan MPR RIN0. 11/1/14P}U2000 tentang Sumber Hukum dan Tata

Urutan Petaturan Perundang-undangan;

n. UU No. 25 Tallun 2000 tentang Program Pembangunan Nasiona11999-

2004;

o. 00 No. 10 Tanun 2004

undangan;

p. un No. 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan langka Pan'an

NasionalTahun 2005-2025;

q. UU No. 12 Tabun 2011 tentang Feinbentukan Peraturan Perundan -

undangari;

r. Perures No. 7 Tallrui 2005 tentang Rencana Feinbangunan langka

MenengahNasionalTahun 2004-2009;

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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s. Perures No. 5 Tallun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

MenengahNasionalTaliun 2010-2014

2. Ballan HUI<urn Sekunder (berupa literatur yang erat hubungaimya dengan dan

dapat meinbantu mornahami dan mengana!isis bahan-bahan hukum primer

tersebut di atas).

D. Metode Penguinpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi pustaka atau "studi

dokinnen amu ballan pustaka" terhadap ballan-bahan hukum primer dan ballan-

ballan hukuin sekunder tersebut di atas. Menurut Soetiono Soekanto, studi

dokmnen adalah "suatu alat penguinpulan data yang dilakukan meIalui data

tertulis dengan meinpergunakan con!en! ano41sis, ,."

E. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dialialisis dengan

menggunakan metode analisis kualitatifkemudian disajikan dalam bentuk laporan

basil penelitian.

Soetiono Soekanto, Feng@"!ar ... , op. cit. , hlm. 21,

15



A. Pelaksanaan Feinbangunan Hukum Nasiona1(1945-saatini)

I. Feinbangunan Hukum Nasional pada era sebelum Era Orde Baru (1945-

1966)

a, Feinbangunan Hukum Nasional Pada Masa Berlakunya Ul. ID Nl

1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) atau Masa Awal

Kernerdekaan

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

BABIV

Sebagai negara yang baru merdeka selain harus beduang untuk

mendapatkanpengakuan dan dunia internasional, dan menuinpas berbagai

pemberontakan yang tenadi di dalam negeri, NK}<Ijuga hanis

meinpertahankan kernerdekaannya karena Belanda ingin masuk dan

berkuasa kernbali di NKRl. Berkaitan dengan hal tersebut malta

perluarigariuntuk mewlijudkan Tujuan NKRlsebagaimana tersurat dalam

Annea IV Pembukaan UUD N1 1945 tidak dapat segera dilakukan.

Hingga amir tahun 1949 bangsa Indonesia dan NKRl hampir tidak

meinpunyai waktu untok meIaksanakan pembangunan karena hams

mencuralikan perhatian dan berusaha keras mengatasi pemberontakan

yang tel:jadi di dalam negeri dan mengusiT Belanda dan NKRl

sebagaimana dintarakan di atas. Sebagaimana diketahui Belanda masuk

kernbali ke NKRl dengan meinboriceng Tentara Sekutu yang bemugas
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meIucuti Tentara Jepang, SGIanjLitnya meIakukan Agresi Minter I(21 Juli

1947) dan AgresiMintsrU (19 Desember 1949).'7

KGtika diproklamasikan kernerdekaannya pada tangga117 Agustus

1945, NKRl belum meinpunyailembaga-tombaga negara dan Hukum

Nasionalyang mengatur kehidupan berbangsa dan bemegara. Haltersebut

antara lain disebabkan o1eh adanya ketentuan Pasa1163 Is yang meinbagi

penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan (yaitu golongan

penduduk ETopa, Timor Asing, dan Pribumi/Bumiputera) yang

menyebabkan te^jadinya pluralisme hukum di Hindia Belanda karena

adanya Hukum Perdata Barat (yang berlaku bagi golongan penduduk

Eropa), dan Hukum Adat(dimana bagigolongan penduduk Timur Asing

dan Pribumi/Burniputera berlaku Hukum Adat masing-masing)."

Untuk mencegah kekosongan hukum (rechrsvac"Min) di daiam

UUD 1,111945 dimuat ketentuan Pasalll ATUl<AN PER, \LIHAN yang

merryatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih

langsung berlaku SGIama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini". Salarijutnya untilk meIaksanakan ketenttian tersebut

terbit Perpres No. 2 Tallun 1945 tentang Badan Negara dan Peraturan

Yang Ada Sebelum BerdirinyaNegaraRepublik Indonesia.

tersebut menjadi tonggak pertaina Pembangunan Hukum Nasional.

Landasan filsafati, jiwa, dan semangat yang menjadi dasar peruberlakuan

Untok Iebih jelasnya Iihat: Joeniart0, 1990, Senoroh Keioia"eg@roan Repz!61ik Indonesia,
Burni Aksara, Jakarta, hlm. 60-61; dan Mustopadidjqja AR, dkk (Ediroi?,"Porencanaan Pembangunan
Era 1945-1949: Perang Meinpertahankan Kernerdekaan" dalam Mustopadidjaja AR, dkk (Echoi?,
2012, BAPPENrtSDolom 8<1'0roh Peru"candon Pemb@rigttnon Indonesia 1945-2025, LP3ES, Jakarta,
hlm. 11-15,

Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hz, k"in Tara NegQra Indonesia P@sea
Reformost, PT Bhuana 11mu Populer, Jakarta.

KGtentuan Pusalll ATURAN PER!\. LIHAN unD N1 1945
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"badan negara dan peraturan yang ada"tersebut harus disesuaikan dengan

landasan filsafati, jiwa, dan semangat yang terdapat dalam Pembukaan

000N11945 khususnya AimealVyarigmemuatDasarNegaraPancasila

dan TujuanNKRlsebagaisebuah negara yang merdeka ''

Bentaitan dengan Feinbangunan Hukum I^!asional, UUD NII945

meinuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara,

merupakan Hukum Dasar dalam peraturan perundang-undangan, dan

menentukan garis besar, arch, isi, dan bentuk himurn yang

diberlakukan di NKRl. Namun pembuatan peraturan perundang-

undangan atau pembentukan hukum pada masa berlakunya UUD Nl

1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) atau Masa Awal

Kernerdekaan (yang meinpraktekkan dua sistem pemerintahan yaitu

Sistem Pemerintahan Presidensiil antara 17 Agustus 1945-11 Nopember

1945, dan Sistem Pemerintahan Parlementer antara 14 Nopember 1949-27

Desember 1949)" miselalu hersitst spontan tanpa perencanaan yang

bersifat komprehensif karena dasarnya harrya "hukum lama hanis

diganti dengan yang baru" sebagaimana diamanatkan o10h ketentuan Pasal

11ATURANPERALIHANUUDNjj94s. 31

Seiak tallun 1945-1949 Komite Nasional Pusat" (tennasuk 8

bulan sebagai Komite I\!asional Pusat NKRl daiam Negara RTS)

akan

Tundjung Heming Sinbuana, "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhada Etnis Cina
(Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)",
Disertasi pada Program Doktorllmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, him. 279.

'' Lebih Iengkap libat: ATief Hidayat, 2006, Kgbebas@n Berserikai Di Indonesia 61, aru
Anat!:SIS Pengorz!h Perub@han 81stgin Pornik Tarh@dap Penqj3ir"" Hz!kt, in), Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

Tundjung Heming Sitabuana, op, ci!., hlm. 279-280.
Komite Nasional Pusat/KNP adalah sebuah institusi yang pembentukann a di erintahkan

o1eh PasallV ATURAN PERALIHAN UUD NII945, dan diberitugas untok beTsama-sama Presiden
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menghasilkari 133 UU" di antaranya adalali UU No. I TallerI 1945

tentang KGdudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 3 Tahun 1946

tentang WargaNegara dan PendudukNegara, dan UU No. 22 Tahun 1948

tentang Pemerintahan Daerah.

Seiain UU pada masa inijuga terbit seiumlah peraturan

perundang-undangan lainnya seperti PP No. I Tahun 1945 tentang

Penguinuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintali, dan Perures No. 2 Tallun 1945 tentang Badan Negara dan

Peraturan Yang Ada Sebelum BerdirinyaNegara Republik Indonesia.

b, Feinbangunan Hukum Nasional pada Masa Berlakunya DUDS 1950

(17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Upaya Belanda untuk masuk dan bentuasa kernbali diNKRl yang

dilakukan dengan meinboriceng Tentara Sekut11 yang bertugas meIucuti

Tentara Jepang diikuti dengan pendirian kernbali pemerintahan Hindia

Belanda, pendudukari beberapa kota besar di NKRl, yang diikuti dengan

serangan fisik yang biasa disebut Agresi Minter I (21 Juli 1947) dan

Agresi Minter 11 (19 Desember 1949) sena pendirian beberapa negara

bagian di NKRl yaitu Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera

Timor (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Setotan (1948),

Negara Jawa Timur (1948), dan Negara Madura (1948) yang

menyebabkan tenadinya pertikaian antara Feinerintah NKRl dan

Feinerintah Belanda telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

menialankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk beadasarkan
UUDN11945.

Aisyah Aminy, "Komite Nasional Pusat' dalam Aisyah Aminy, 2004, POS@"g Suru!Perun
DPR-MPR 1945.2004, Cetakan Pertaina, Yayasan Pancur Siwah-PP Wariita Islam, Jakarta, him 31.
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menyelenggarakan Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Hang,

Belanda pada tangga1 23 Agustus-2 Nopember 1949, yang diikuti o1eh

Delegasi Belanda, Dalegasilndonesia, dan Delegasi Bitee?Ikomst voor

Federol Oveneg (BFO). KMB tersebut menghasilkan tiga kesepakatan

yaitu perubentukan Republik Indonesia Senkat (RTS), penyerahan

kedaulatan kepadaRIS, dan pembentukan UniRIS-Belanda.

Di NKl<I sebagai salah satu Negara Bagian dalam Negara I^. Is

terbit trot\10, I Tallun 1950 tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentok

Peraturan Yang Dikeluarkan 01eh Feinerintah Pusat.

Dan pedalarian seiarah NKRl danat diketahui ballwa Negara RTS

tidal< beTumor panjang karena inuricul keinginari dan beberapa negara

bagian dalam Negara RIS untilk bergabung kernbali dengan NKRl. Untok

mewlijudkan keinginan tersebut, Perdana Meriteri NKRl(A. Halim) dan

Perdana Meriteri Negara I^Is (Moh. Hana) pada tangga1 19 Mei 1950

bertempat diYogyakarta menandatangani Piagam Petsetujuanyang berisi

kesepakatan untuk kernbali Repada bentuk Negara KGsatuan sesuai

PTOklamasiKemerdekaan 17 Agustus 1945.

Setela}I kernbali berbentuk negara kesatuan dengan nama NKRl

dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) sebagai

konstitusi yang inulai berlaku pada tangga117 Agustus 1950, perilbuatan

peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum

didasarkan pada ketentuan Pasa1142 UUDS 1950 yang menyatakan

ballwa:

34 Joeniarto, op. Cil, him, 60-6 I
'' Lihat: Soepom0* 1965, Undo"g-Undong Dqsor Sement@ro Rep"6/1k Indonesia, Pradnya -

Paramita, Jakarta, hlm. 130.
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Peraturan peruiidang-undangan dan ketentuan tata usalla yang
sudah ada padatangga117 Agutus 1950 tetap berlaku dengan tidak
bonibah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
Republik Indonesia sendiri SGIama dan sekedar peraturan-
peraturan dan ketentnan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau
diubah o1eh undang-undang dan ketentuan tata usalla atas kuasa
undang-undang dasar.

dalam perubuatan peratuan penrridang-undangan atau pembentukan

hukuin juga masih hersifat spontan tanpa perencanaan yang hersifat

komprehensif karena dasamya hanya "hukum lama masih leftis berlaku

sepanjang belum dicabut, ditambah atau diubali". Dengan demikian

kondisi pluralisme hukum sebagaimana ledadi di NKRT di bawah UUD

NII945juga tel:jadipadaNKRl dibawah UUDS 1950. Namun demikian

DPR Sementara/DPRS menghasilkan 167 UU (tennasuk 5 USUI

misiatif)," sedangkan DPR basil Pemilihan Urnum 1955 setoma heriugas

seiak tangga1 26 Maret 1956-5 Maret 1960 menghasilkan 118 UU. "

Pada masa berlakunya UUDS 1950 jin, dengan KGppres No. 107

Tallun 1958 dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN

(yang berada langsung di bawah Perdana Meriteri, dan berkedudukan di

Jakarta) yang bermgas meinbantu FeinerintahNKRl dalam bidang hukum

dengantujuanmembentukTataHukumNasional.

Berdasarkan ketentuan Pasa1 142 UUDS 1950 tersebut mala

'' Ajsyah Aminy, "DPRS dan Konstituante 1950-1956" daiam Aisyah Aminy, Pusa"g ..., op
ci!., hlm. 98.

'' Aisyah Aminy, "DPR dan Konstituante 1956-1960*' dalam Aisyah Aminy, ibid. , hlm. 136.
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c, Feinbangunan Hukum Nasional pada Masa Berlakunya ITUD Nl

1945 (5Juli1959-1966) amuEra Orde Lama

Sesuai dengan ketentuan Pasa1 83 UUDS 1950, NKRl berdasar

UUDS 1950 adalah Negara KGsatuan yang berbentuk Republik dengan

Sistem Pemerintahan (Demokrasi) Parlementer,

Konstituante hasil Pemilihan Urnum tahun 1955 (yang

berdasarkan ketentuan Pasa1134 UUDS 1950, bersama dengan Presiden

meinputtyai kewenangan untok merryusun dan menetapkan UUD) yang

dilantik diBandung pada tanggallO Nopember. segera menialantan tugas

menyusun dan menetapkan UUD untok mengganti UUDS 1950 yang

hersifat sementara. Dalam sidang-sidang Konstituante tersebut inuricul

perdebatan mengenai dua masalah pokok yaitu masalah dasar negara dan

masalah Halt Asasi Manusia (}{AM), Untok masalah HAM mumcul

kesepakatan bahwa HAM sangat penting dimasukkan dalam UUD karena

inertipakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan konsep negara

konstitusional yang dianut oreh 1.1KRl. Sementara jin perdebatan

mengenai masalah dasar negara antar kelompok yang meinpenuangkan

konsep Negara Islam dengan kelompok yang meinpel:juangkan konsep

Negara Integralistik tidak dapat dise!OSaikan. Presiden Soekarno (sena

Kabinet dan Angkatan Bersenjata) yang beranggapan bahwa perdebatan

tentang dasar negara tersebut sangat meinbahayakan persatuan dan

kesatuan riasional mengupayakan "untuk memberIaicukan kernbali LJUD

N1 1945 secara konstitusional". Mengingat hal tersebut tidak

meinbuahkan basil mala pada tangga1 5 Juli 1959 Presiden Soekarno

menerbitkanDekrit Presiden 5 lull1959 (yang dimuat dalam}<GPpres No.
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150 Tallun 1959) yang ismya antara lain berupa permtah untuk

meinbubarkan Konstituante hasil Pornilihan Urnum Iahun 1955 karena

dianggap gagalmembentuk konstitusi, dan permtaliuntuk kernbalikepada

UUD NII945.38

Dibandingkan dengan Masa Awal Kernerdekaan (18 Agustus

1945-27 Desember 1949) dan Masa Badakunya000S 1950 (17 Agustus

1950-5 Juli 1959) inaka di NKRl di bawah SIStem Feinerintahan

(Demokrasi) Terpimpin yang inulai berlaku seiak Dekrit Presiden 5 Juli

1959, meskipun Presiden Soekamo Iebih memekankan pada

perubangunan di bidang pontik dan meIakukan national cl, "r(, cter

barildi"g untuk meinbangkitkan riasionalisme bangsa Indonesia yang

usianya masih sangat muda, "pelaksanaan Feinbangunan Nasional

sudah inulaiterencana".

Diawali o1eh Pmato Presiden Soekarno beljudul"Penemuan

Kernbali Revolusi Kita" (yang salarijutnya Iebih dikenal sebagai

"Manifesto Pontik Republik Indonesia" atau "Manipol Rl") yang

diucapkan pada Permgatan Proklamasi Kernerdekaan 17 Agustus 1959

dan dimaksudkan sebagai penjelasan resini dan pertanggungjawaban atas

dikeluarkarmya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno

menerbitkan Penpres No. I Tabun 1960 tentang Garis-garis Besar

Danpada HaluariNegara, yang menetapkan "Manip011<1" sebagai Garis-

garis Besar Danpada Haluan Negara (GBHN). Halitu dikarenakan

Maielis Permusyawaratan Ratyat - yang sesuai dengan ketentuan Pasa13

Lebih Iengkap libat: AriefHidayat, op. cii
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LitlD I\11 1945 antara lain diberitugas untuk menetapkan Garis-garis

Besar HaluanNegara (GBHN)- belum terbentuk. "

SGIanjutnya o1eh Maielis Pennusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS) yang dibentuk dengan Penpres No. 2 Tabun 1959, "ManipolRl"

diterima dan dikuatkan sebagai GBHN dalam Ketetapan MPRS RI No.

11MPRS/1960 tentang Manifesto Pontik Republik Indonesia Sebagai

Garis-garis Besat Haluan Negara. " Selain Ketetapan MPRS RI No.

IMPRS/1960 tersebut di atas, MPRS juga menetapkan KGtetapan MPRS

No. 111MPRS/1960 tentang Garis-garis Besat Pola PembangunanNasional

Seinesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Guna mencapaitujuan tercapainya demokrasi riasional menuju

Pembangunan SOSialisme ala Indonesia, Pembangunan Nasional Seinesta

Berencana Tallapan Pertama Tallun 1961-1969 (yang sangat bercorak

ideologis dan pontis) yang sudah disiapkan pedomannya dalarn kedua

KGtetapan MPRS Rltersebut di atas akan dilaksanakan daiam dua tahap

yaitu Tallap Pertaina di mana dalam tiga tallun pertama direncanakan

Indonesia sudan bisa swasembada pangan, sandang, dan kebutuhan-

kebutuhan pokok lainnya, dan Tallap KGdua di mana dalam Iima tahun

berikutriya Indonesia akan sampai pada tahap "Iepas landas (toke q#)"

atau "memasuki peru^ribuhariterus menerus dengan kekuatan sendiri

($8!f:sustained growth)". Rencana tersebut terdiri dan dua proyek yaitu

Proyek A (yang akan dilaksanakan o1eh orang-orang Indonesia), dan

Tundjung Heming Sitabuana, op. cit. , hlm. 3133/4.
40 Ibid. , him. 314.
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Proyek B (yang akan dilaksanakan o1eh para penanam modal asing)."

Dalam kedua KGtetapan MPRS Ritersebut di atas yang memberikan

kekuasaan penuli kepada Soekamo SGIaku PresidentPanglima

Ternnggi/Feinimpin Besat Revolusilndonesia untuk meIaksanakannya

tidak disinggung "perencanaan Feinbangunan Hukum Nasional".

Namun demikian DPR Gotong Royong/DPR GR" yang bemugas seiak

tangga125 Juni1960-tangga119Nopember 1966 menghasilkan 129 UU. "

Dan pedalarian seiarah perundang-undangan NKRl dapat

diketahui ballwa pada Era Orde Lama pemah tenadi penyimpangan.

Sebagaimana diketahui bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang

dikenal dalam unD N1 1945 adalali Undang-Undang/UU (Pusa1 5 ayat

(1)), Peraturan Feinerintah/PP (Pasa1 5 ayat (2)), dan Peraturan

Pemerintali Pengganti Undang-Undang/Perppu (Pasa1 22 ayat (1)).

Penyimpangan tersebut tenadi karena adanya Surat Presiden Soekamo

kepada Kerna DPR GR No. 2262/11/1959 tenangga1 22 Agustus 1959,

dan No. 2775/11k/1959 tertangga1 22 September 1959 yang meminta

kepada DPR GR agar Presiden bisa menerbitkan peraturan-peraturan

(yaitu Penetapan PresidentPenpres, dan Peraturan PresidentPerpres) yang

tidal< diatur dalam UUD NII945. Penpres dan Peruresjuga tidal< dikenal

'' Lebih Iengkap Iihat: Yahya A. Muhaimin "KGbijaksanaan Ekonomi" dalam Yahya A.
Muhaimin, 1990, Bis"is dai, Pornik: Keb;iaksonoo" Po!ink Indomesto 1950-1980 (Tetiemahan dari
Yahya A. Muhaimin, Indonesia Economic Policy 1950-/980: The Politic 91 Clien!
Businessmq")(Perilei;Iemah: Hassan Busari dan Muhadi Sugiono), LP3ES, Jakarta, hlm. 41-50.

'' DPR GR adalah DPR hasil Pemilihan Urnum 1955 sebagaimana dimaksud Penpres No
Tahun 1959, yang diperbaharui(yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan politik,
wakil-wakil golongan karya, dan satu orang utusan man Barat, dongan syarat yang bersangkutan
menerima UUD N1 1945, SOSialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Ternimpin, dan
kepribadian sendiri serta bersedia meIaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia Tangga1 17
Agustus 1959). Mengenai DPR GR ini diatur dalam Penpres No. 3 Tahun 1960, dan Penpres No. 4
Tahun 1960. Lihat Benny K. Harman, 1997, KOI!/ig, ,msi Polltik don Kekt, OSoa" Kehokim@n Di
Indonesia, ELSAM, Jakarta, hlm. 206-207.

'' Ajsyah Aminy, "DPR Gotong Royong dan MPRS (24-6-1960 sampai dongan 19-11-1966)"
dalam Aisyah Aminy, op. cii. , hlm, 177.
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dalam un No. I Tabun 1950 tentang PeraturanTentang 16nis dan Bentuk

Peraturan Yang Dikeluarkan 01eh Pemerintah Pusat

Setelah berlakunya kernbali UUD 1945 berdasarkan Dekrit

Presiden 5 Juli 1959, dengan Perures No. 194 Tahun 1961 LPHN

ditempatkan di bawah Meriteri KGhakiman dan bettugas meIaksanakan

pembinaan hukum. SGIanjutnya pada tallun 1964, LPHN digayabarukan

dalam rangka meinperlancar usalla Pembinaan Hukum Nasionalsehingga

bisa mengikuti derap revojusj. 44

Dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan ilmiah untuk

menyusun HUIcum Nasional pada Era Orde Lama ini oreh LPHN

dilaksanakan Seminar Hukum Nasional I di Jakarta seiak tangga1 11

Maret-16 Maret 1963 dengan terna "Asas-asas Tata Hukum Nasional"

Masul;an dan Seminar Hukuin I\Iasionall adalah "cita-cita Pembinaan

Hukum Nasional berbentuk termlis yang dikodifikasikan, dan unifikasi

hukum diseluruh wilayaliNKRl".

Untuk menata kernbali peraturan perundang-undangan 1<1 dalam

rangka pelaksanaan UUD N1 1945 secara mumi dan konsekwen, dan

mengatur tata urutan peraturan penrridang-undangan tingkat pusat daiam

rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 1966 MPRS

menetapkan Ketetapan MPRS RI No. XXMPRS/1966 tentsng

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam KGtetapan MPRS

kitersebut dinyatakan ballwa Pancasila adalah sumber dan segala

sumber hukum (dan peruujudan sumber dan segala sumber hukum

Lebih Iengkap Iihat: Tundjung Heming Sitabuana, op. ci!., hlm. 326.
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adalali Proklamasi Kernerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli

1959, DUD Proklamasi, dan Surat Permtah 11 Maret 1966); dan jenis

peraturan perundang. undangan in adalah UruD, KGtetapan MPRS,

UU/Perppu, FF, Keppres, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (yait11

PeraturariMenteri, Instr!!ksi Meriteri dan lain-lain).

2, Feinbamgunan Hukum Nasional pada Masa Berlakunya DUD N1 1945

(1966-1998) atau Era Orde Baru

Setolah kegagalan Pemberontakan G30S/PKl, Presiden Soekarno

dihadapkan pada situasi pontik dan ekonomi yang semakin SUIit, demonstrasi

tenadi di mana-mana, dan moricul"Tiga Tuntutan Hati Norani Rakyat'

(TRITUR, \) kepada Feinerintah Orde Lama untuk: (1) Bubarkan PK1; (2)

Tarunkari harga atau perbaiki ekonomi; dan (3) Relool Kabinet Dwikora.

Untuk memenuhi Tnntiitan KGtiga, Kabinet DwikoTa dirombak menjadi

"Kabinet 100 Meriteri" tetapi. demonstrasitetap tel:jadi karena dalam Kabinet

100 Meriteri masih ada beberapa orang Meriteri yang diduga terlibat Penstiwa

G30S/PKl.

Untuk mengatasi keadaan malta Presiden Soekamo menerbitkan Surat

Permtah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang berisi permtah kepada

Mentori/Panglima hagkatan Darat Letnan lenderal Soeharto untuk dan atas

nana PresidentPanglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi mengambil

segala tilldakan yang dianggap perlu demite^jaminnya keamanan, ketenangan

serta kestabilan jalaimya pemerintahan dan jalaTmya revolusi. Berdasarkan

Supersemar ini pada tangga1 12 Maret 1966 terbit KGputusan

PresidentPanglima Technggi ABRl/I\landataris MPRS No. 1/3/1966 yang
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mejarang PKl beserta onrias-onriasnya dan tingkat pusat sampai daerah

techitung inulaitangga1 12 Maret 1966.

Disebabkan Sidang Urnum MPRS Ke IV Tabun 1966 tidak meminta

pertanggungjawaban Presiden Soekamo inaka beTsarnaan dengan pelantikan

Pimpinan MPRS yang diselenggarakan pada tangga1 22 Juni 1966 Presiden

Soekanio menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban (yang dimaksudkan

sebagai pidato pertanggungjawaban secara SUIcarela SGIaku Mandataris MPR)

yang disebutNAWAKSAR, !\. meskipun pada saatitu tidak ada peraturan yang

mewajibkan Presiden selaku Mandataris barus bertanggungjawab kepada

MPRS. Selanjuinya Presiden Soekamo menyampaikan Surat Presiden No.

011Pres/1967 tentang Petsngkap Nawaksara, berdasarkan permintaan Kerna

MPRS yang metasa tidalc puas terhadap NAWAKSARA. Namun demikian

ternyata kedua pidato tersebut dianggap lidak memenuhi harapan rakyat o1eh

karena iru kekuasaan Soekarno sebagai Presiden dicabut dengan KGtetapan

MPRS RI No. >OCX/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan

Feinerintahan Negara Dan Presiden Soekamo. Selanjutnya Soeharto yang

menjabat sebagai Pejabat Presiden I^I(berdasarkan KGtetapan MPRS RI No.

IX/MPRS/1966) pada tangga1 27 Maret 1968 diangkat dan dilantik sebagai

Presiden IU berdasarkan KGtetapan MPRS RI No. XLIVAvlPRS/1968 tentang

Pengangkatan Fengemban Ketetapan MPRS I^I No. XXXlll/I\IPRS/1967

SebagaiPresiden Republik Indonesia. "

Padamasaberlakunya UUD NII945 dalam kurun wattu 1966-1998 di

mana yang herkuasa adalali Pemerintah Orde Bani di bawah pimpinan

Lebih Iengkap Iihat: Suwoto Mulyosudarmo, "Pendahuluan" dalam Suwoto Mulyosudamio,
1997, Perafiho" Kgk"us@on: Kgjia" reorii^^ dan y"ridis Tarhodop Pido!o NonvoksQro, PT Grainedia
Pustaka Utama, Jakarta;-dan Pramoedya Arianta Toer dan Sinn!ey Adj Presetyo (Editor), 1995,
Memoqr Oeiiyoe To!Feinbq"!" Presiden Soekarno, Cetakan 2, Hasta Mitra, Jakarta.
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Presiden Soeharto, MPR (yang dipilih dalam Pemilihan Urnunitaliun 1973,

1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998) menghasilkan enam KGtetapan MPR

mengenaiGBHN yaitu:

I. KGtetapan MPR RI No. IV/I\, IPR/1973;

2. Ketetapan MPRRINo, IV/}VIPR/1978;

3. KGtetapan MPR IU No. 11NP}<!'1983;

4. KGtetapan MPR RIN0.11nvlPR/1988;

5. KGtetapan MPR RIN0*1111vlPR/1993; dan

6. KGtetapan MPR RIN0.1/11\^IPR/1998.

GBHN disusun dan dituangkan dalam Pola Urnum Pembangunan

Nasional yang secara sistematis menputi Pola Dasar Pembangunan Nasional

(yang menputi Tujuan, Landasan dan Asas-Asas Pembangunan Nasional,

Modal Dasar dan Fattor-Fattor Dominan, sena Wawasan Nusantara), Pola

Urnum Pembangunan langka Panjang (yang menputijangka wattu 25 tahun),

dan Pola Urnum Feinbangunan Lima Tahun (yang meliputijangka waktu 5

tallrui).

GBHN yang ditetapkan o1eh MPR tersebut dilaksanakari o1eh

PresidentMandataris MPR dan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk

KGppres, KGppres-KGppres tersebut adalah sebagai berikut:

I. KGppres No. 319 Tahun 1968 tentang Rencana Feinbangunan Lima Tabun

Ke I(REPELITA I) Tahun 1968/1969.1973/1974-'6

Pada akhir masa jabatannya, Kabinet Pembangunan I hanya dapat menyelesaikan
REPELITA I Tahun Keempat. Haltersebut disebabkan saat dimulainya pelaksanaan REPELITA I
tidak sama dongan pembentukan Kabinet Pembangunan I. REPELITA I inulai dilaksanakan pada
tanggal I April 1969 sedangkan Kabinet Pembangunan I dibentuk pada tangga1 6 Iuni 1968. Lihat:
Suwoto Mulyosudanmo, "Pendahuluan" daiam Suwoto Mulyosudanno, Peruliho" ... , ibid. , him, 16-
17.
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2. KGppres No. 11 Tallun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun

Ke 11(REPELITA ID Tahun 1974/1975-1978/1979;

3. KGppresT. 10, 9 Tallun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tallun Ke

1/1(REPELITA 111) Tallun 1979/1980-1983/1983;

4. KGppres No. 21 Tallun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun

Ke IV (REPELITA TV) Tallun 1984/1985-1988/1989;

5. KGppres No. 13 Tallun 1989 tentang Rencana Reinbangunan Lima Tallun

KG V (REPELITA V) Tahun 1989/1990-1993/1994;

6. KGppres No. 17 Tallun 1994 tentsng Rencana Feinbangunan Lima Tahun

KG Vl(REPELITA Vl) Tallun 1994/1995-1998/1999.

Dalam keenam GBHN tersebut di atas dapat diketahui adanya dua hal

yang akan dilalcukan bentaitan dengan hukum yaitu "Pembangunan di Bidang

Hukurn" dan "Pembinaan Bidang Hukum". Menurut ke enam GBHN tersebut

"Fernbangunan di Bidang Hukum di Negara Hukum Indonesia

herdasarkan Paneasila dan 1.1UD N1 1945" sedangkan "Feinbinaan Bidang

Hukum ... sehingga tercapai ketertiban dan kepastian huk"in mm dilakukan

dengan pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di bidang-bidang

tenentu dengan meinperhatikan kesadaran hukum masyarakat" Meskipun

demikian apabila diamatilebih mendalam dapat dikatakan ballwa haltersebut

hanya bersifat rutinitas karena semua GBHN SGIalu meinuat ruinusan dan

langkali-langkah normatifyang sama sebagai contoh "Feinbangunan di Bidang

Hukurn dilakukan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum" dan

"Perubinaan Bidang Hukum dilakukan mejami pembaharuan, kodifikasi, dan

initfikasi huntn". Menusut Komisi Hukum Nasiona1 1<1, hal tersebut
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menusijukkan adanya ketidakjelasan grand design Pembangunan di Bidang

Hukum dan PerubinaanBidang Hukum diNKRj. "

Pada kenma GBHN yang disebutkan Ichih danulu yaitu GBHN 1973,

GBllN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, dan GBllN 1993, lPembangunan di

Bidang Hukum diletakkan di hawah atau dijadikan bagian dan

Feinbangunan diBidang Pontik; dan bam pada GBH1\11998, Feinbangunan

diBidang Hukum sudan diletakkan sebagai bidang tersendiri dan tidak lagi

menjadibagian dan Pembangunan diBidang Politik.

SGIain itu, kalau pada GBHN 1973, 1978, 1983, dan 1988 yang akan

dilakukan harrya pembangunan kesadaran h11kum serta pembaliaruan kodifikasi

dan unitikasi, dan pada GBHN 1993 yang akan dilakukan baru terbatas

pembangunan materi hukum (meIalui PROLEGNAS) dan aparatur hukum

mata pada GBID\I 1998 ternhat adanya keinginan Feinerintah Orde Baru

untuk meinbangun Sistem Hukum Nasional yang utuh. Haltersebutterlihat

dan disebutkannya ketiga komponen sistem hukum (yaitu substansi hukum

atau materi hukum, struktur hukuin atau aparatur hukum termasuk

sarana dan prasarana hukum, dan kultur hukum atau budaya hukum dan

anggota masyarakat dan para penyelenggara megara) sebagai hal yang al<an

dibarigundalamPembangunaridiBidangHukum.

Mengenaijumlah UU yang dihasilkan o1eh DPR pada Era Orde Baru

adalah sebagai berikut:

'' Mujahid A. Latiefdkk. (Penytt"!ing: MohQmm@d Fry'far! Fomakh),"Implikasi Amandemen
Konstitusi Terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum" dalam Mujahid A, Latief dkk. (Penyi, itting.
Mohomm@dFqjr"IF@!oath), 2007, Keb^akin R^form'siH"kt, in. . Sworn Rekomendosi, Iilid I, Komisi
Hukum Nasional, Jakarta, him. 3,
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I, DPR GR pada Era Orde Baru (19 Nopember 1966-28 Oktober 1971)

menghasilkan 85 UU (1966: 3 UU, 1967: 14 UU, 1968: 25 UU, 1969: 16

UU, 1970: 14 UU, dan 1971: 13 UU);"

2. DPR R1(1971-1977) menghasilkan 43 UU (1971-1972: 4 UU, 1972-

1973: 8 UU, 1973-1974: 7 UU, 1974-1975: 9 UU, 1975-1976: 12 UU, dan

1976-1977: 3 Uu);49

3. DPR R1 (1977-1982) menghasilkan 55 UU (1977-1978: 7 UU, 1978-

1979: 6 UU, 1979-1980: 11 UU, 1980-1981: 10 UU, dan 1981~1982: 21

ITU);'o

4. DPR I^I(1982-1987) menghasilkan 46 UU (1982-1983: 4 UU, 1983"

1984: 16 UU, 1984-1985: 7 UU, 1985-1986: 10 UU, dan 1986-1987: 9

UU);51

5. DPR R1(1987-1992) menghasilkan 55 UU 0987-1988: 6 UU, 1988-

1989: 7 UU, 1989-1990: 11 UU, 1990-1991: 7 UU, dan 1991-1992: 24

Uu). 52 daUU); dan

6. DPRR1(1992"1997)53

Selama Era Orde Baru o1eh LPHN/BPHN diselenggarakan Iima

Seminar Hukum Nasional Iyaitu: (1) Seminar Hukum Nasionalll(yang

diselenggarakan tangga1 27-30 Desember 1968 di Universitas Diponegoro,

Semarang dengan terna "Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi

Pancasila"); (2) Seminar Hukum Nasionallll(yang diselenggarakan tanggal

co Aisyah Aminy, "DPR Orde Bani dan MPRS (19 Nopember 1966 SId 30 September 1971)"
dalam Aisyah Aminy, op. cit. , hlm. 208.

'' Aisyah Aminy, "DPR dan MPR Orde Baru 1971-1999" dalam ibid. , hlm 244
50 Ibid. , hlm. 270-27j.
51 Ibid. , hlm. 282-283.
52 Ibid. , him. 294-29s

Data tentangjumlah UU yang dihasilkan o1eh DPR RI Orde Baru hasil Pemilihan Urnum
1991 dongan masa bakti1992-1997 belum ditemukan

32



11-15 Maret 1974 di Surabaya dengan terna "Feinbinaan Hukum Dalam

Rangka Pembangunan Hukum I^Iasiona1"); (3) Seminar Hukum NasionallV

(yang diselenggarakan tangga1 26-30 Maret 1979 di Jakarta dengan terna

"Feinbinanri Hukum Nasional Dalam Tatanan Negara Yang Berdasarkan

KGpadaRule of Low SesuaiDengan Cita-vita Dan Pancasila dan UUD 1945");

(4) Seminar Hukum Nasional V (yang diselenggarakan pada tangga1 7-10

Maret 1990 di Jakarta dengan terna "Penerapan Wawasan 1.1usantara dan

Pembinaan Hukum Di Perairan Indones^');(5) Seminar Hukum Nasional Vl

(yang diselenggarakan tangga1 25-29 Juli 1994 di Jakarta dengan terna

"Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan langka

Panjang KGdua")), dan satu Seminar Akbar Hukum Nasional(yaitu Seminar

A1cbar Hukum Nasional Tangga118-21 Juli 1995 di Jakarta dengan terna "50

Tailori Pembinaari Hukum Nasional Sebagai Modal Bagi Feinbangunan

Hukum Nasionaj'*)1.54

Pada Era Orde Bam ini Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966

tentang Sumber Ternb Hukuin Republik Indonesia dan Tata Urutan Petaturan

Perundangan Republik Indonesia ditinjau dengan KGtetapan MPR I^I No.

VIMPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa KGtetapan-

Ketetapan MPRS R1. 01eh Pasa1 3 KGtetapan MPR RINo. VnulpR/1973

tersebut, KGtetapan MPRS 1<1 No. XX/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku

dan perlu disempurnakan. Salarijutnya menusut Pasal I KGtetapan MPR Rl

No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnann Yang Tennaktub Dalam

Pusa1 3 KGtetapan MPR RI No. VIMPR/1973, yang terniaktub dalam Pasa1 3

KGtetapan MPRRTNo. VMPR/'1973 perlu disempumakan.

54 Ljhat: Tundjung Heming Sitabuana, op. cil. , hlm. 34 I.
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RIMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Selain itu pada Era Orde Baru techit Ketetapan MPR in No.

Perundang-undangan, di inaria antara lain dinyatakan bahwa Sumber

Hukum Dasar Nasional adalah Panicasila (sebagaimana tertulis dalam

Pembukaan UUD N1 1945) dan Batang Tubuh UruD N1 1945, dan jenis

peraturan perundang-undangan in adalah DUD N1 1945, Ketetapan

MrR, I. ^1.1* Perppu, FF, Keppres, dan Peraturan Daerah/Perda (menputi

Perda Propinsi, Perda Kabupaten/1<0ta, dan Peraturam Desa). Mengenai

tata cara pembuatan UU, PP, Perupu, dan Perda akan diatur Iebih Ianjut

dengan UU, Sofain itu, kepada MPR diberi kewenangan untuk menguji UU

techadap unD N1 1945 dan KGtetapan MPR, dan Repada Mahkamah

Agung/MA diberi kewenangan untok menguji peraturan perundang-undangan

di bawali UU.

Sebelum tabun 2000, untuk mengatur perubuatan peraturan

permidang-undangan atau pembentukan hukum berlaku Inpres No. 15 Tahun

1970 tentang Tata Cara Meinpersiapkan Rancangan Undang-Undang

dan Rancangan Peruturan Feinerintah Republik Indonesia, Keppres No.

188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Meinpersiapkan Rancangan Undang-

Undang, dan Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Feinerintah, dan Rancangan Keputusan

Presiden.

KGtika Mochtar Kusumaatmadja menjadi Meriteri KGhakiman, dengan

KGppres No. 45 Tahun 1974 LPHN beTubah menjadi Badan Feinbinaan

Hukum Nasional(BPHN), dan diberitugas menyelenggarakan usalla-usalla

34



meltingkat}:an dan menyempumakan Pembinaan Hukum Nasional melaini

antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum di

bidang-bidang tertentu dengan meinperhatikan kesadaran hukum dalam

masyarakat,

Meskipun ada perkembangan yang menggembirakan pada Arah

KGb^atan Feinbangunan HUIcurn Nasional sebagaimana dinraikan di atas

(yaitii dalam seiurnla}I GBHN pada Era Orde Bam), sudan ada BPHN (yang

diberitugas mrenyelenggarakan usaha-usalla peningkatan dan penyempumaan

Feinbinaan HUI;urn Nasional, yang juga telah menyelenggarakan Iima kan

Seminar HukurnNasionalsebagaiupaya untok memberikan rekomendasipada

Pemerinta}I berkaitan dengan Pembangunan Hukum Nasional dan Feinbinaan

Hukum Nasional yang dilakukan o1eh Pemerintah Orde Baru), dilakukan

penyempumaan pada KGtetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (meIalui

KGtetapan MPR No. VIMPR/1973 dan KGtetapan MPR No. IX/MPR/1978),

torbit KGtetapan MPR No. Ink^IPR/2000 (yang menyatakan bahwa Pancasila

dan UUD NII945 adalah Sumber Hukum Dasar Nasional, dan menentukan

jenis peraturan perundang"undangan in), ada berbagai peraturan yang

mengatur pembuatan peraturan perundang-undangan atau pembentukan

tintcum (yaitu Tripres No. 15 Tahun 1970, Keppres No. 188 Tallun 1998, dan

Keppres No. 44 Tahun 1999) namun dalam realitanya Feinbangunan Hukum

yang menggembirakan. Meskipun

keberhasilan Feinbangunan Hukum I\!asionaltidak dapat diukur hanya dengan

menhat kuantitas produk hukum yang dihasilkan terapi meinarig pada Era

Nasional belum

'' Ljhat: K. Wantjik Saleh, 1980, Seminar Hz!kz, in Nosi0"o1 1963-1979, Cetakan I, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hlm. I-2; dan "Seiarah BPHN dan Perannya dalam Penyusunan Prolegnas"
11:^j^, diakses pada Tangga1 8 Januari 2010 Pukul 08.25 sebagaimana dikutip
Tundjung Heming Sitabuana, ibid. , hlm, 326

mencapai hasil
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Orde Bani knantitas produk hukum yang dihasilkan tidal begitu banyak

karena ada seiumlah UU yang betlaku lama atau hampir sepanjang masa

pemerintahan Orde Baru. Di samping itu dalam pelaksaanaan amu

implementasi, dan penegakaimya senng mendapat intervensi dan Presiden

SGIaku Feinegang KGkuasaan Eksekutif. Sebagai contoh senngkalitenadi

suatu masalah hukum yang timbul diambil anh o1eh Presiden dan kalau sudah

begitu mata tidak akan diproses menurut hukum yang bermku, atau ada

seiumlah perkara/kasus di"depo?jeer" o1eh KGjaksaan.

Sebagaimana diketahui ballwa KGtika telladi peralihan kekuasaan,

Feinerintali Orde Bam mewarisi perekonomian yang rusak pareh o1eh karena

iru langkah pertama yang dilakukan adalah meIakukan pembangunan ekonomi

dengan strategi"Trilogi Feinbangunan" yang terdiri dan permmbuhayi

ekonomi yang CUIcup tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan

stabilitas riasional yang sehat dan dmainis. " Pelaksanaan dan kelangsungan

pornbarigunan ekonomi yang menurut A1i Murtopo mensyaratkan adanya

stabilitas pontik dan keamanan" dan menurut Iuwono Sudarsono

mensyaratkan integrasi riasional, " telah mengubah forrnat pontik Orde Baru

yang pada tiga tabun pertaina pemerintahannya bersifat demokratis menjadi

otoriter di mana keputusan pontik riasionalsangat beTrumpu pada kehendak-

kehendak pontik Presiden Soeharto. Dengan demikian telaliterjadi penguatan

'' Priyo Budi Saritosa, 1995, Birokrqsi Feineri"toh Orde Bar" iperspeki!IK"!!lira! don
Sin, kmra41, PT Raja Ginfindo Persada, Jakarta, hlm. 127 sebagaimana dikutip Anef Hidayat, op. ci!.,
hlm. 106-107.

A1i Murtop0, 1972, Akse!erosi Moderm^OSi Pemb0!182,110" 25 raft"n, CSIS, Jakarta, hlm.
26-28 sebagaimana dikutip AriefHidayat, ibid. , hlm. 107,

'' Juwono Sadarsono, "Integrasi, Demokrasi, dan Pornbangunan Politik", Harian Kompas, 2
Desember 1987, hlm. IV sebagaimana dikutip Moh. Mahftid MD. "Perkembangan Politik Hukum:
Studi Tentang Fengaruh Konfigurasi Poliiik Techadap Produk Hukum di Indones^', Disertasi
Universitas GE\Iah Mada, 1993, hlm. 1993, hlm. 372* dan dikutip Iebih Ianjut o1eh ATiefHidayat, IOC.
Clt,
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pada 16mbaga eksekutif. Hukum tidak lagi menjadi acuan utama dalam

penyelenggaraarikehidupan bemegara.

Seialan dengan pondapat Moh. Mallfud MD. yang menyatakan ballwa

antara demokrasi dan hukum ada kaitan yang sangat erat o16h karena itu

kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukurimya, dan

ballwa hukum adala}I produk pontik o1eh karena itu keberadaan hukum dan

kine^ianya akan sangat dipengaruhi o1eh konfigurasi pontik yang

meIatarbelakanginya sena Sistem Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik

dan otoritarian, SGIanjutnyaMoh. Mallfud MD. menyatakanbahwakonfigurasi

pontik Orde Baru yang otoriter tersebut telah meIchirkan hukum-hukum

publik yang berkarakter ortodoks (konservatif) dan 61itis yang ditandai o16h:"

I. Proses pembuataimya sangat sentralistik (didominasi o16h negara) dan

menekan partisipasi masyarakat;

2. Matermya bersifat "POSitivis instrumentalistik" karena Iebih

mencenninkan kehendak dan program-program negara, dan sebagai

Konsekuensinya MPR dan DPR Iebih bemeran sebagai alatjustifikasi bagi

kehendak Iembaga eksekutif, Hukum tidak diletakkan dalam postsisentral

dan d^adjkan pengarah terapi d^adjkan sebagai instrornen (alat)

pondukung yang berfungsi sebagai pengejar dan pemelihara tujuan

pembangunanyang terah digariskan;

3. Muatarmya bersifat "interpretatif' karena meinbuka peluang yang Iuas

bagi pemerintah untuk meinbuat interpretasi secara sepihak berdasarkan

Moh. Mahfud MD. , "Pendahuluan", "Politik Hukum Nasional: Sketsa DOS Sone" dan
Persoalannya", "Demokrasi dan Hukum chindonesia", dan "Reformasi Politik Daiam Rangka
Reformasi Hukum" dalam Moh. Mahfud MD. , 1990, Perg"fat@" Fomik don H"k"in di Indonesia,
Gaina Media, Yogyakarta, h!in. xii-xiii, 40, 47, 53, dan 291-296.
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atribusi atau delegasi kewenangan untuk meinbuat berbagai peraturan

pelaksanaan;

4. Lebih mengutamakan "kebjjakan pragmatis" di atas hukum yang berlaku,

yang sengaja dilakukan dalam rangka mengejar target perubangunan

ekonomiyang beTorrentasipadapertumbuhan.

Pada Era Orde Baru milembaga penting sebagai kontrol atas produk

peraturan permidang-undangan yaituj'"dicio! review diakomodasi dalam UU

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di mana ditentukan ballwa

Mahkamah Agung meinpunyai hak untuk menguji dan menyatakan

tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya

berada di hawah undang"undang. Untuk 1'14drciol review produk hukum

berupa undang-undang (yang sebagai al<ibat dan ketentuan Pasa1 5 ayat (1)

danPasa120 ayat(I) 000 NII945 dalam pembuatannya menbatlcan Presiden

cyang sebenamya merupakan pemegang kokuasaan eksekutif) yang Iebih

bertindak sebagailegislator, dan DPR (yang sebenarnya merupakan pemegang

kekuasaarilegislatif) sebagai co-legislator) belum ada pengaturarmya.

3. Fernbangunan Hukum Nasionalpada Masa Berlakunya UUD NIU Tabun

1945 (1999-saatimi) atau Era Reformasi

a. Feinbangunan Hukum Nasional pada Masa Feinerintahan Presiden

BJ Habibie (21Mei1998-20 Oktober 1999)

Sebagaimaria diketahui bahwa krisis moneter yang menimpa

NKRlsejak pertengahan tahun 1997 yang kernudian berkembang menjadi

krisis multidimensional telali menyebabkan inuriculnya gelombang protes

dan masyarakat yang tidal bisa lagi menerima berbagai kebjjakan
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Pemerintah Olde Ban:. Sebagai akibatnya pada tangga1 21 Mei 1998

Presiden Soeharto mengundurkan din dan jabataririya sebagai Presiden

dan menyerahkari kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

Padahal baru sekitar dua setengah bulan sebelumnya Sidang Urnum MPR

basil Feinilihan Urnum thini 1997 menerima dengari balk

pertanggungjawaban Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR dengari

KGtetapan MPR RI No. 11/11\!IPR/1998 Ter!angga1 9 Maret 1998, dan

SGIanjutnya mengangkat kernbali Soeharto sebagai Presiden dengan

KGtetapariMPR RINo. IVMPR/1998 TertanggallO Maret1998,

Pada tahun 1998 itu juga MPR menyelenggarakan Sidan

1stjinewayang menghasilkaribeberapa ketetapan antara lain:

I. Ketetapan MPR RINo. IX/MPR/1998 tentang PencabutariKeteta an

lvmR RI No. 1111ulpR/1998 Tentang Oaris~Garis Besar Haluan

Negara. . Dengan demikian GBHN 1998 tersebut menipakan GBHN

teral<}lit dad Feinerintah Orde Baru;

2. KGtetapan MPR RI No. XII\^IPR/1998 tentang Pokok-Pokok

Reforrnasi Feinbarigunan Dalam ^angka Penyelamatan Dan

Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Tu'uan

KGbtiakan Penanggulangan Krisis di Bidang Hukum adalah agar

hukorn temp tegak dan terlaksana dalam rangka menu'udkan

ketertibari, dan ketenangari masyarakat. Untuk iru chari dilakukan

pemisahan secara tegas fungsidan wewenang aparat penegak hukum,

peltingkatari d11kungan perangkat* sarana, dan prasarana, serta

pemantapan penghonnatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi

Manusia. Untuk mendukung kebtiakan tersebut akan dilakukan

.
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Reformasi di Bidang Hukum berupa pemisahan fungsi eksekutif

dan yudikatif secara tegas, mewujudkan Sistem Hukum Nasional

meIalui Program Legislasi Nasional secara terpadu, menegakkan

sinpremasi hukum, sena meinbentuk sikap dan perilaku yang

menghonnati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan para

penyelenggaranegaradan SGIuruhwarganegara; dan

3. KGtetapan MPR RI No. XIVMPR/1998 tentang Perubahan dan

Tambahan Atas KGtetapan MPR RI No. 1111MPR/1988 Tentang

Pemilihan Urnuin, di mana antara lain ditetapkan bahwa Feinilihan

Urnum akan dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambainya

bulan Iuni1999.

Berkaitan dengan inuriculnya tuntutan reformasi di segala

bidang kehidupan inaka pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie

inulai dilakukan amandemen DUD N1 1945 karena UUD I'll 1945

changgap mengandung beherapa kelemahan yang meinbuka jalan bagi

tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis. Amandemen UUD Nl

1945 berlangsung dalam Ginpat tahapan yang berkesinambungan seiak

SidangUmumMPRTahun 1999-SidangTahunanMPRTaliun2002.

HasilAmandemen (Tallapan Pertaina-Tabapan Keempat) UUD Nl

1945 antara lain adalah:

ditegaskaimya prinsip ballwa Negara Indonesia adalali

Negara Hukum yang semula terdapat pada Penjelasan

I.

'' Lebih Iengkap Iihat: Moh, Mahftid MD. , '*Dimensi Akademis dan Politis tentang
Amandemen unD 1945", Fengantar pada Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas
Brawfjaya, 2000, Antai, deme" UUD 1945, An!aru reks don Kon!eks dojom Negoru yang Sedang
Beruboh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. xi-xii; dan Sekretariat lenderal MPR R1, 2003, Lainr Belokong,
Proses, don Hostl Perubohaiz Undoing-Undoing Dasor Neg@ro Rep"61^^ Indonesio Ttthu" 1945,
SekretariatJenderalMPR Rl, Jakarta
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Urnuin UUD I\11 1945 tentang Sistem Feinerintahaan

Negara Romawil dalam Pusall ayat(3) UUD NRI Tahun

'945;

Feinilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

o1eh rakyat(Pasa16A ayat(I) UUD NRITahun 1945);

Adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden (Pasa17 UUDNRITahun 1945);

Adanya seiumlah Iembaga negara baru seperti Mahkamah

Konstitusi/MK (Pasa1 24 ayat 2 dan Pusa1 24C UUD NRl

Tallun 1945), Dewan Dewan Perwakilan Daerah/DPD

(Pasa1 22C dan Pasa1 220 UUD NRI Tanun 1945), dan

Komisi Yudisial/KY (Pusa1 24A ayat 3 dan Pusa1 24B UUD

NRITahun 1945).

Berkaitan dengan Pembangunan Hukum I\Iasionaltelah tenadi

perubahan yang sangat signifikan mengenai Iembaga pembentuk

undarig-undang sehubungan dengan:

I. Dikembalikamya kedudukan sobagai legislator kepada DPR

sehubungan dengan diubahaya frasa "Presiden memegang

kekuasaan meinbentuk undang-undang" (yang terdapat daiam

Pasa1 5 ayat (1) UUD in 1945) menjadi"Presiden berhak

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Peruakilan

Ratcyat" (dalam Pasa1 5 ayat (1) unD NRI Tallun 1945); dan

diubahnya frasa "Tiap-tiap undang-undang menghendaki

persetujuan Dewan Peruakilan Rakyat" (yang terdapat dalam

Pasa1 20 ayat (1) UUD in 1945) menjadi"Dewan Peruakilan

2.

3,

4,
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Rakyat memegang kekuasaan meinbentuk undang-undang"(dalam

Pusa120 ayat(I) unDNRITahun 1945);

2, Ditamba}Ikaimya Iembaga DPD sebagailegislator (selain DPR dan

Presiden) yang bonyenang mengusulkan RUU bidang tenentu

Dengan Putusan MK No. 921PUU/2012, DPD diberi kedudukan

yang setara atau seiajar dengan DPR dan Presiden karena:

a. DPD ternbat dalam penyusunan PROLEGNAS; dan

b. DPD meminki kewenangan untuk mengajukan dan ikut

meinbahas RUU tenentu (RUU yang berkaitan dengan

otonomi daerah; hubungan antara pusat dan daerah;

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerali;

penmbangan keuangan pusat dan daerah; serta pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomilain) di semua

tahapan pornbahasan sebelum disahkan o1eh DPR untuk

dimintakan persetujuan Presiden (atau tidak Ikut memberikan

persetujuan belsama-sama DPR dalam sidang panpuma untilk

dimintakan pengesahan Presiden); sehingga dalam

pelaksanaan flingsi legislasi akan menghadirkan "praktik

tripartit'* karena menbatkan DPR, DPD, dan Presiden;

3. Diberikaimya kewenangan untuk menguji Litlterhadap UUD

atau cosiitt, ti0?101 review kepada Iembaga baru MK (Pasa1 24C

ayat(I) UUD NRITahun 1945) daiam rangka.

Sementara iru meskipun berlangsung sangat singkat karena

hanya bevialan sekitar 17 bulan (21 Mei1998-20 Oktober 1999) SGIta

belum bisa meroperbaiki kerusakan sistemik yang bersifat
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multidimensional warisan Pemerintah Orde Baru, Peruerintahan BJ

Hadibie di Era Reformasi menghasilkan 67 UU, 3 FF, 263 Keppres,

dan 31 Inpres. " SGIain itu Presiden BJ Habibie juga menggulirkan

Kebijakan Anti Diskriminasi yang diwujudkan dengan menerbitkan

Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Fenggunaan

1stilah Pribumi dan Non-Pribumi Dalam Semua Perum"san dan

Penyelenggaraan KGbijakan, Perencanaan Program, atampun

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Feinerintahan; dan Inpres

No. 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Bukti Kewarganegaraan

Republik Indonesia; sena meratifikasi rinter", Ittoriizl Coinve"ti0" o12

tl, e Elimi""tio" of All For"us of R"cml Discrimination 1965

(Konvensi Internasional tentang Fenghapusan Segala Bentuk

DiskriininasiRasia11965) malaluillU No. 29 Tahun 1999.

Pada masa jabatan Presiden BJ Hadibie, pada tangga1 12-15

Maret 1999 BPHN menyelenggarakan Seminar Hukum 1.1asional Vll

dengan terna "Refomiasi HUI;urn Menuju Masyarakat Madami di

Jakarta.

b. Feinbangunan 11ukum Nasional pada Masa Feinerintahan Presiden

KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli2001)

Pada tangga114-21 Oktober 1999 diselenggarakan SIdang Urnum

MPR hasil Pemilihan Urnum 7 lulli 1999. Pidato Pertanggungjawaban

Presiden BJ Habibie yang disampaikan dalam Rapat Panpuma ke 8

'' Ljhat: Muladi "Reformasi Hukum dan Proses Demokratisasi dilndones^' dalam Muladi
(Edi!or: Taftazani), 2002, Demoki. artsqsi, Hokrt. 500iM@liarsiq, d@, IRQ, /'ormasiHt, kitm at Indonesia, The
Habibie Center, Jakarta* hlm. 31.
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(tangga1 14 Oktober 1999) dan jawaban Presiden BJ Habibie ams

Pemandangan Urnum Fraksi-fraksiterhadap Pidato Pertan un 'awab

Presiden BJ Habibie yano disampaikan pada Ra at Pan unia k 11

(tangga1 17 Oktober 1999) SU MPR Tahun 1999 tersebut dimlak o1eh

MPR dalam pemungutan suara yang dilakukari pada Han Seiasa tan al

19 Oktober 1999 o16h karena impadaHariRabu tan a120 Oktober 1999

Presiden BJ Habibie menyatakan pengunduran dinseba at calon Pres'd

in

Selain meIakukan pemilihan Presiden in di mana an to inh

adalaliKH Abdorrahinan Wadid yang ditetapkan den an Keteta a MPR

in No. Vll/I\IPR/1999, Sidang Urnum MPR Tallun 1999 Juga

menghasilkan KGtetapan MPR in No. IVMPR/1999 tentan Ga '

Cans BesarHaluan Negara Tahun 1999-2004.

Dalam GBHN 1999-2004 tersebut, pemban uria, I huku

ditempatkan pada urutan pertaina dan herdiri sendiri(karena tidak

menjadi bagian dan pembangunan bidang politik sebagaimana ter'adj

pada GBHN era Orde Baru). Halini meI\runukkan adanya pengakuan

ballwa hukum meinpunyai kedudukan yang ptsnting dalam Perubari u

Nasionalyang sedang dilaksanakan

Arah Kebijakan Feinbangunan Huk"in damm GBH1" 1999-

2004 anima lain adalah mengembangkan budaya hukum untilkterci tan

kesadaran dan kepatuhan hukum, menata Sistem Hukum Nasional e

menyeluruh dan ternadu (dengan mengakui dan 'menghonnati Hukum

Againa dan H11kum Adat sena meinperbaharui produk hukum war'

L
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koloiiial dan Hukum Nasional yang diskriminatif) meIalui Program

LegislasiNasional, dan menegakkanhukum secara konsisten.

Untuk malaksanakan GBHN 1999-2004 Ierbit run No. 25 Tab"in

2000 tentang Program Feinbangunan Nasional(PROPENAS) 2000-

2004, yang meinuat rincian program yang hanis dilaksanakan o1eh

Pemerintali dan penyelenggara negara yang lain, yang menjadi pedoman

dalam meIaksanakan Feinbangunan Nasional pada masa Feinerintahan

Presiden KltI Abdurrahman Wahid dan Presiden Me awati

Soekarnoputri.

Dan Lima Prioritas Perubangunan Nasional yang dirumuskan

dalam PROPENAS 2000-2004 tersebut "Mewujudkan Sripremasi

Hukum" ditetapkan sebagai Prioritas Kedua dalam Feinban urian

Nasional, dan alcan diwujudkan meIalui pembangunari di bidang hukum.

Adapun Arch Kebijakan Pembangunan diBidang Hukum adalah "menata

Sistem Hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui

dan menghomnati Hukum Agarna dan Hukum Adatserta meinperbaharui

perundang-undangan warisan kolonial dan Hukum Nasional yang

diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiarm a

dengan twitutan refonnasi meIalui program legislasi, mm meratifikasi

konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi

mengembangkan peraturan perundang-undangan yang

mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan

bebastanpa merugikan kepentingan riasional ~ "

Pada Era Reformasi di bawah pimpinan Presiden KH

AbdurrahmariWaliid ini, DPR (1999-2004) basilPemilihan Urnum 1999 -

manusia
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yang

meinbentuk un - menghasilkan 52 UU (bidang Pornik dan Keamanan:

13 UU, bidang Industri dan31 UU, bidang Ekonomi dan Keuangan:

Feinbangunan: 5 UU, serta bidang Kesejahteraan Rakyat: 2 UU), Yang
Feinekaran Wilayali Kota dan Kabupaten yaitupaling banyak adalah UU

bedumlali27 UU.

Meskipun hanya berkuasa daiam wattu singkat (yaitu selama 21

bulan), Presiden KH Abdurrahman Wabid menunjukkan Ginpatinyayang
ini dialarni Etnis Cma dimendalam pada diskriminasi yang SGIama

Indonesia dengan menerbitkan Keppres No. 6 Tallun 2000 tentang

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tabun 1967 Tentang Againa,

Cma, yang menunjukkan kebfjakan antiKGpercayaan, dan Adat 1stiadat

diskriminasidaripemerintahan Presiden KH Abdurrahman

setelah Amandemen UUD N1 1945 memegang kekuasaan

c. Fernbanguman Hukum Nasional pada Masa Feinerintahan Presi en

Mega\vatiSoekarnopoetri(23 Juli2001-20 Oktober 2004)

SGIama menjabat, Presiden ER Abdurralrrnan Wahid senng

ternbat konflik dengan DPR dan mencapaipuncak ketika terbit a urna

Presiden 1<1 pada Senin dini han tangga1 23 Juli 2001 yang ismya antara

lain meinbekukan MPR dan DPR. Sebagai akibatnya Presiden K

Abdurralrrnan Wallid diberhentikan dan jabatan sebagai Presiden Rl

dalam SIdang 1stlinewa MPR yang diselenggarakan pada tangga

Wahid.

231uli2001.

him. 365-366.
'' Aisyah Aminy "DPR dan MPR Era Reformasi1999-2004" dalam Aisyah Aminy, op. or .,
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Untuk menggantikan KH Abdurrahman Wallid, Wakil Presiden

Megawati Soekamopoetr. i ditetapkan sebagai Presiden in dengan

1111MPR/2001 tentang Penetapan Wakil PresidenKGtetapan MPR RI No.

Republik Indonesia Megawati Soekarnopoetri Sebagai Presiden RepLiblik

Indonesia.

Hal-hal yang tenadi pada masa pomerintahan Presiden Megawati

adalali:

Feinbentukan Mahkamah Konstitusi(MK) pada tangga117 Agustus

Mahkamah Konstitusi2003 dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang

(yang kernudian diubali dengan UU No. 8 Tallun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi), dan diberi tugas antara lain untuk

meIakukan pengujian undang-undang torhadap Undang-Undang

Dasar;

UU No. 10 Tallun 2004 tentang Perubentukan2. Pengesalian

Petaturan Perundang-undangan, pada tangga1 22 Juni 2004. Hal

tersebat dilakukan untok memenuhi ketentuan Pusa1 22A UUD NRl

Tabun 1945, dan Pusa1 6 KGtetapan MPR 1<1 No. 1111MPR/2000

tentang Stunber Hukum danTataUrutan Perundang-undangan;

3. Fengesahan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Haltersebut dilakukan mengingat pasca

Amandemen Keriga DUD NII945, MPR KGhilangan kewenangan

untok menetapkan GBHl\I, dan PresidentWakil Presiden dipilih

langsung o1eh Talcyat. Dalam UU (yang dimaksudkan sebagai

pedoman bagi Presiden dalam meIaksanakan Perubangunan

I.
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Nasional) tersebut dinyatakan bahwa perencanaan Pembangunan

Nasional menghasilkan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RFJP), Rencana Perubangunari Jangka Menengah (RPJM), dan

Rencana Feinbangunan Tabunan (RPT) amu Rencaria Keria

Feinerintah (ERP). RPJPN yang merupakan dokumen perencanami

untilc 20 tallun ditetapkan dengan UU sedangkan RFJMN yang

menipakan dokumen perencanaan untuk periode 5 fahun dan

RFTN/IU<. P yang merupakan dokernen perencanamiuntuk periode I

tailoriditetapkan dengan Perpres.

Menumt un No. 10 Tallun 2004, jenis peraturan perundang-

undangan meltputi unD NRI Tahun 1945, UU/Perppu, FF, Feintes, dan

Perda (yang menputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan

Peraturari Desa), dan daiam penyiapan RUU dan Raperda masyarakat

meinpunyai hat untok bemartisipasi dengan memberikan masulcan balk

secara termlis inaupun secara lisan. Selain itu agar dapat dilakukan secara

terencana inaka pembentukari peraturan penrridang-undangan harus

dilakukan berdasarkan Program Legislasi ^Iasional (PROLEGNAS) di

mania diretapkan skala prioritas untillcjangka wakin tertentu sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. PROLEGNAS disusun

secara terkoordinasi, teraralidan ternadu o1eh DPR dan Pemerintah

Untillc malal;sanakari ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 terbit PP

No. 61 Tallun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Fengelolaan

Program LegislasiT. !asional, dan Perures No. 68 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Meinpersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

48



Pemerintah Fengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,

Dan Rancangan Peraturan Presiden.

Terkait dengan PROLEGNAS, DPR menerbitkan KGputusan DPR

RI No. 0110PR-1<11/11/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program

LegislasiT\lastonal Tahun 2005-2009, di inaria 284 RUU (yang dimuat

dalam Tabel I tentang Daftar Rancangan Undang-Undang Program

Legislasi Nasiona1 2005-2009) dan ditetapkan 55 RUU (yang tercantum

dalam Tabe1 2) masuk dalam prioritasjangka pendek sedangkan sisanya

sebanyak 229 RUU (yang tercantum dalam Tabe1 3) ditetapkan untuk

tabun 2006-2009. Untillc menindaklanjuti Keyutusan DPR tersebut setiap

tohun DPR menerbitkan KGputusan DPR yang mangatur PROLEGNAS

RUU prioritas.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, DPR

hasil Feinilihan Urnum 1999 dengan masa batti1999"2004 menghasilkan

117 UU. 63

SGIain itu, pada tangga1 31 Maret BPHN menyelenggarakan

Seminar Hukum Nasional Vlll dengan terna "Penegakan HUIcum Dalam

Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan" di Ball.

d. Feinbangunam Hukum Nasional pada Masa reinenntahan Presiden

Susilo Barnbang Yudhoyon0 (20 Oktober 2004-sekarang)

Pada pemilihan PresidentWakil Presiden secara langsung yang

diselenggarakan pada tallun 2004 (yang untuk pertaina kannya

diselenggarakan pasca Amandemen KGtiga UUD N1 1945), Susilo

hlm. 372.

63

Aisyah Aminy, "DPR dan MPR Era Reformasi1999-2004" dalam Aisyah Aminy, ibid,
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Barnbang Yudhoyono dan Yusuf Kana terpilih sebagai Presiden dan

Wakil Presiden IU untilk masa jabatan 2004-2009. Seranjutnya pada

Feinilihan Urnum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 Susilo

Barnbang Yudhoyono (yang belpasangan dengan BOGdiono) telpilih

sebagaiPresiden Rluntuk kedua kalinya dengan masajabatan 2009-2014.

Untok meIaksanakan UU No. 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunariT\Iasional(yang terbit pada masa pemerintalian Presiden

Megawati) terbit:

a. PerpresN0. 7 Tallun 2005 tentang I^PIMN Tallun 2004-2009;

b. PeruresN0. 39 Tallun 2005 tentang ERP Tallun 2006;

c. PeruresN0. 19 Tahun 2006 tentang ERP Tahun 2007;

d. UUN0. 17 Tallun2007 tentang RFJPN Tallun 2005-2025;

e. PerpresN0. 18 Tallun 2007 tentang ERP Tallun 2008;

f. Perures No. 38 Tallun 2008 tentang ERP Tallun 2009;

g. Perures No. 21 Tallun 2009 tentang ERP Tallun 2010;

h. PeruresN0. 5 Tallun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014;

i. PeruresN0. 21 Tahun 2010 tentang ERP Tabun 2011;

j. Perpres N0. 29 Tallun 2011tentang ERP Tallun 2012;

k. PeruresN0. 54 Tallun 2012 tentang ERP Tallun 2013; dan

I. PeruresN0. 39 Tallun 2013 tentang ERP Tallun 2014.

Menurut 1.1U No. 17 Tahun 2007, Arah Kebijakan

Feinbangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya Sistem Hukum

Nasional yang beTsumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

yangmencaimp:

50



a. pembangunan materi binkum (dengan meritnja11 dan menata

kernbali peraturan perundang-undangan serta pembaruan produk

hukum);

b. pembangunan struktur hukum yang menputiaparat hukum sena

sarana danprasaranahukum (dengan pembenahan strukturhukum);

c. pembangunan budaya hukum (dengan meningkatkankesadaran

hukummasyarakat); dan

d. pengakuan pada adanya pluralisme h"kum (meIaiui

penghomiatan padaHukum Adat).

Arch KGb^akan Feinbangunan Hukum Nasionaltersebut diikuti

dan d^abarkan Iebih Ianjut dalam berbagai Perures yang mengatur

RPJMN, dan I^}<. P tersebut di atas. Dengan demikian Pembangunan

Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional dapattetap be^iaiaridengan

terarah meskipuntidalc adalagiGBHN.

Dan 284 RUU yang ditargetkan, DPR hasil Pemilihan Urnum

2004 dengan masa haltti 2004-2009 hanya mencapaitarget 57,61% target

legislasi.

Pada masajabatan pertaina Presiden Susilo Barnbang Yudhoyono

jin, BPHN menyelenggarakan Konvensi HUIcum Nasionaltentang "UUD

1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Pontik

Hukum Indones^' pada tangga115-16 Maret 2008 diJakarta.

Pada masa jabatan kedua Presiden Susilo Barnbang Yudhoyono

(yang hersama Boediono ternilih sebagai Presideii/Wakil Presiden Rl

untuk masa jabatan 2009-2014) techit UU No. 12 Tahun 2011 tentang

'' Desmond I, Mahendra, "Legislasi DPR Yang Ieblok" da!am Desmond I. Mahendra, 2013,
DPR O, @Side. ' Otokri!ikPor!eme" Indonesia, RMBOOKS, Jakarta, hlm. 232.
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Feinbentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencabut UU

No. 10 Tabun 2004. Dalam UU No. 12 Tahun 2011ini inuricul bebelapa

ketentuan bam seperti:

a. Dimasukkannya KGtetapan MPR sebagaisalah satujenis peraturan

perundang-undangan (Pasa1 7 ayat (1)) sehingga jenis peraturan

perundang-undangan adalali UUD NRI Tahun 1945, KGtetapan

MPR, UU/Perupu, PP, Perures, Perda Provinsi, dan Perda

KabupaterirKota;

b. Dimuatriya ketentuariyarig meinungkinkan untok dilakuk^ya

constitwtioncil review o1eh MK (daiam hal suat11 UU diduga

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945), dan I'Mdicio! review

(dalam hal suatu peraturan pen^Idang-undangan di bawali UU

diduga bertentangan dengan UU)(Pasa19);

c. KGharusan adanya Naskah Akademik (Pasa119 ayat(3), Pasa1 33

ayat (3), Pusa143 ayat(3), Pasa1 56 ayat (2), dan Pusa1 63));

d. KGharusan untill< mengikutsertakan Perancang Peraturan

Permidang-undangan dalam setiap tabapan Pembentukan Petaturan

Perundang-undangan (Pasa1 98 ayat (1)) serta Peneliti dan Tenaga

Ahli dalam tahapan Perubentukan UU, Perda Provinsi dan Perda

Kanupaten/Kota (Pasa1 99).

Untok meIaksanakan ketentuan Pasa116 UU No. 12 Tallun 2011

yang mengaturtentang PROLEGNAS, DPR menerbitkan KGputusan DPR

RIN0. 41NDPR I^1/1/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program

LegislasiNasional Taliun 2010-2014, chinana untuk PROLEGNAS 2010-

2014 ditetapkan sobanyak247 RUU dan 5 RUU KumulatifTerbuka.
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Dalam keriyataamya DPR (2009-2014) tidak marnpu mencapai

target yang telah ditetapkan sebagaimaria diuraikari di atas, Ditahun 2010

DPR hanya menyelesaikan 16 UU dan 70 RUU target legislasi 2010

(23%), ditchun 2011 DPR hanya menyelesaikan 24 UU dad 93 RUU

target legislasi 2011 (26%), ditchun 2012 DPR hanya menyelesaikari 30

UU dad 69 RUU target legislasi 2012 (20,7%)," dan di tahun 2013

SGIama satu semester (seiak bulan Januari 2013 hingga tangga1 12 Juli

2013) DPR hanya menyelesaikan 7 00 dan dan 70 RUU targetlegislasi

2013 (10%). 66

SGIain itu diEra Refonnasite^jadiberbagaihalyang menunjukkan

ballwa hukum tidak lagi dipercaya sebagaijalan untuk mencari kebenaran

dan keadilan:

a. Dan sisiPembentukanHukum

Menurut Moh. Mahfud MD, , dalam pembentukan hukum atan

legislasi terdeteksi beberapa masalah yaitu: I) Kualitas UU sebagai

produk legislasibelum memadaisehinggakurang memberIkan manfaat

langsung bagikesejahteraan rakyat; 2) Target penyelesaian RUU yang

ditetapkan dalam PROLEGNAS senng tidak ternenuhi; 3) Proses

pembahasan RUU kurang transparan sehingga sunt dialses publik; dan

4) Lemahriya koordinasi di antara A1at Keleiigkapan DPR dalam

penyusunandanPembahasan Ruu. 67

b. Dan sisiPelaksanaan/Implementasidan Penegakan Hukum

Loc. oil.

'' "Target Legislasi Muluk", Harian Kompas: Sabtu, 13 Juli 2013, him. 2; dan "Kiriefja
Parlemen: DPR Akui Fungsi Legislasi Belum Matsimal" Harian Suara Karya: Rabu, 24 Juli 2013,
hlm. 4,

'',, ujj Materi: Pembentuk UU Harus Taat Konstitusi'* Harian Kompas: Ranu, 16 November
2011, hlm. 2;"Target Legislasi DPR Tak Tercapai", Koran Tempo: Senin, 6 Mei 2013* him. A7; dan
"Banyak RUU Mangkrak diDPR", Koran Sindo: Senin, 20 Mei 2013, him. 3,
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I) Te^jadinya perilaku diskriminatifdalam penegakan hukum karena

hukum hanya taiam ke bawah tetapitumpul ke atas (seperti Kasus

TigaBtiiKakao diBanyumas yang menimpaNenek Minah, Kasus

Sisa Panen Kapuk Randu di Batang yang menimpa Manisih, dan

Kasus Semangka diKediriyang menimpa Basar dan Cholil);"

2) Adanya ancaman betlakunya hukum rimba sehubungan dengan

tenadinya seiumlah kasus main hatim sendiri karena ada

ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak

hukum, keridakpercayaan antar aparat penegak hukum, dan

ketidakpercayaan aparatpenegak hukum torhadap hukum sehingga

meminh jalan sendiri untok menyelesaikan konflik yang dialami

(seperti Kasus Penyerbuan Lapas CGbongan Yogyakarta yang

diikuti dengan penembakan terhadap beberapa orang tabanan,

Kasus Pengeroyokan Kapolsek Do10k di Sumatra Utara, Kasus

Feinbakaran Gedung Pemerintahan di Palopo SUIawesi SGIatan,

dan Kasus Penyerbuan Kompleks Markas KGpolisian Resor Ogan

Komering Ulu o1eh seiumlah okrium TNI AD Armed 76115

Martapura);69

"Paradoks Hukum dan Keadilan", Harian Media Indonesia: Rabu, 3 April 2013, hlm. 6; dan
"Haris Azhar Koordinator KONTRAS: Panegakan Hukum DiskriminatiF', Harian Republika: Senin, 8
April 2013, hlm, 10,

"Lenyapnya Monopoli KGkerasan Negara'*, Koran Sindo: Senin, I April 2013, hlm 8;
"Rakyat Tak Percaya Hukum'*, Koran Sindo: Senin, 8 April 2013, hlm. I dan 15. "Menemukan
Kernbali Hukum", Harian Kompas: Senin, 8 April 2013, hlm. 4; dan "Penegak Hukum Juga Tidak
Percayai Hukum", Harian Media Indonesia: Senin, 29 April 2013, hlm. 3.
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3) Marakiiya pemerasan, pungutan liar, setoran, suap menyuap, jual

beli kasus, dan jual beli besaran tuntutan dalam penegakan

hukum, 70hukum;

4) Meningkatnya kriminalitas (seperti perampokan, pencurian, dan

perampokan disertai dengan peruerkosaan, dan pemerkosaan yang

tenadi chialan atau di dalam keridaraan urnum);"

5) Maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan o1eh para penegak

hukum yang menggambarkan buruknya integritas para penegak

hukum (seperti Kasus Susno Duadji yang meIakukan perlawanan

terhadap eksekusi Putusan MA, Kasus I^jenpol Djoko Susilo yang

diduga meIakukan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan

simulator kernudi senilai Rp. 196,8 inniar, Kasus suap dalam

perkara BLBlyang menbatkan Jaksa Unp Gunawan, Kasus Wakil

Kotoa PN Bandung Setyabudi Tejocahyono yang diduga

menerima suap dalam perkara korupsi Dana Bantuan SOSial

Feinerintah Kota Bandung, Kasus Hatim ad hoc Pengadilan

Tipikor Semarang (Kartini Y. Marpaung, Asmadinata dan

Pragsono) dan Haltim ad hoc Fengadilan Tipikor Pontianak (Heri

Kisbandono) dalam kasus suap penanganan perkara KGtua DPRD

Kabupaten Grobogan (non-adjf) M Yaeni yang didatwa

'' ,, Kineija Hukum Tidak Meinuaskan Masyarakat" Harian Media Indonesia: Senin, 8 April
2013, him, 5; dan "Praktik Hakim Nakal Masih Marak", Koran Sindo: Selasa, 9 April 2013, hlm. 14.

'' "Rasa Aman Masyarakat Berkurang Akibat Aksi Perumpokan di Jalan Raya Semakin
Marak", Koran Sindo: Senin, 8 April 2013, hlm, 13.
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meIakukan penyelewengan dalam pembelian mobil Sokretariat

DPRD KabuPaten Grobogan. 72

6) Senng tenadi Putusan Mahkamah Agung kurang Iengkap yaitu

tidal mencantumkan permtah penahanan atau permtah tetap

ditchan atau dilepaskan (seperti Putusan Kasasi atas Susno Duadji

yang tidalc mencaritumkan permtah penalIanan sehingga yang

beTsarigkutan menyatakan bahwa dinnya tidal< dapat dieksekusi)"

atau salah kenk dalam Putusan Mahkamah Agung (sepertiPutusan

Kasasi yang menghukum Yayasan Supersemar tetapitidak dapat

dieksekusi karena tel:jadi kesalahan dalam pengetikan jumlah

gugatan dalam amar putusan dan hasil akhir berupa denda)."

Dan utaian hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui ballwa

meskipun seiak Era Orde Baru telah ditetapkan Arch Kebijakan Pembangunan

Hukum Nasional namun Arah KGbtiakan Pembangunan Hukum Nasional

tersebutlebih dititikberatkan pada pembangunan bidang substansi hukum dan

struktur hukum teamasuk sarana dan prasarana, totapi kurung meinperliatikan

pembarigunan kultur (budaya) hukum. Selain iru da!am pembangunan

substansi hukum kurang mengindahkan keinginan politik hukum yang

terkaridung di dalam Pancasila (sebagai Pontik Hukum Ideal) dan UUD Nl

1945 atau UUD NRI Tahun 1945 (sebagai Politik Hukum Dasar) sehingga

"Publik Nilai hitegritas Aparat Hukum Buruk"* Harian IndoPOS: Senin, 8 April 2013, hlm.
I; dan "Dua Hakim Kernbali ladi Tersangka'*, Harian Republika: Selasa, 23 Juli 2013, him. 3.

"Kejaksaan Terus KGjar Susno" Harian Media Indonesia: Senin, 29 April 2013, hlm. 2; dan
"Eksekusi Putusan MA: Menafsir 'ridak Ada Perintah Penahanan"' Harian Kompas: Senin, 6 Mei
2013.

'"'Keteledoran Hakim Sudah Kronis", IndoPOS: Rabu, 24 Juli 2013, hlm. 3"'Kesalahan Kenk
Hanya Alibi MA", Koran Sindo: Ranu, 24 Juli-2013, hlm. 9; dan "Komisi Yudisial Curiga Vonis
Supersemar", Koran Tempo: Rabu, 24 Juli 2013* him. A3.
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Sistem Hukum Nasionaltidak konsisten, koheren dan berkorespondensi

denganPancasiladan unD NRITahun 1945.

B. Kendala-kendala Yang Menjadi Penyebab Belum Terwujudnya Sistem

Hukum Nasional

Dan hasilpenelitian dimuka dapat diketaliui bahwa pada era sebelum Era

Orde Baru (yang menputi Masa Awal Kernerdekaan, Masa Berlakunya UUDS

1950, dan Era Orde Lama), Era Orde Baru, dan Era Reformasitelah dilakukan

pembangunan materi hukum (yang menghasilkan seiuinlah UU dan peraturan

perundang-undangan lain), dan pembangunari struktur hukum (meIalui

penyediaan dan peningkatan fasilitas berupa sarana prasarana fisik seperti SDM

yang berpendidikan dan terampil, fasilitas perkantoran dan peralatan yang

memadai, pembeayaan atau keuangan yang cukup dan sebagainya '' dan non-fisik

betupa seiuinlah UU dan peraturan perundang-undangan lain yang dibutuhkan

datum pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, dan penegakan

hukum.

Mengenai budaya hukum ternhat adanya kecenderungan yang

meinprihatinkan betupa Iemahnya budaya hukuin para pembentuk hukum,

pelaksana atau penerap h11kum, penegak hukum, dan masyarakat, Haltersebut

disebabkan o16h banyakriya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan

o16hparapembentukhukum, pelaksanaataupenerap hukum, danpenegak hukum

(bonipa dipraktikkannya pontik transaksional dalam pembuatan hukum yang

menyebabkan maraknya permohonan constitutiono1 review kepada MK, sena

dilakukaimya seiurnlah tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, en 61a an

75 Lihat: Soerjono Soekanto, "Faktor Sarana atau Fasilitas" dalam Soer'ono Soekanto,
2005, Foktor-Fokcor Vong MeinpengoruhiPenegokon Hukum, PT Raja Graftndo Persada, Iakarta,
him. 37.
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pajak, jual beli kasus, jual bentuntutan dan sebagainya) yang menyebabkan

timbulnya ketidakpercayaan masyarakat (termasuk pembuat hukum, pelaksana

atau penerap hukum dan penegak hukum)torhadap hukum, yang pada ginraTmya

menyebabkan te^jadinya kasus main hakim sendiri baik yang dilakukan o16h

masyarakat inaupun para pembuat hukum, pelaksana atau penerap hukum, dan

penegak hukum. SGIain itu kesadaran hukum masyarakat yang rendah (yang

beraidbat pada rendalmya kepatohan hukum yang antara lain ditandai dengan

maraknya xiiminalitas) telah menyebabkan penegakan hukum (law erg/'orcement)

Iebih banyak tenadi secara patsa dan bukan dilandasi o1eh KGtaatan secara

sukarela karena adanya kesadaran hukum.

Dibandingkan dengan pembangunan materI hukum dan struktur hukum

yang hasilnya dapat sogera dinhat mala tidak demikian hamya dengan

perubarigunan budaya hukiiTn, Realitas yang mornprihatinkan sebagaimana

diutarakan di atas menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum (yang

diyakiiii sebagai nilai-nilai atau konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

baik settingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, sikap,

kepercayaan dan harapan manusia Ierhadap hukum dan sistem hukum)" tidak

dapat dilakukan dalam wakin singkat melainkan meinbutuhkan waktu yang lama

sertausaliayangterus menerus dan berkesinambungan.

Sebagaimana diketahuibahwa Tencana pembangunan budaya hukum baru

inulai ada pada GBHN 1998. SGIain iru, berdasaTkan GBHN 1998, GBHN 1999-

2004, 00 No. 25 Tahun 2000 dan UU No. 17 Tallun 2007 budaya hukum yang

76 Soerjono Soekanto, "Faktor Kebudayaan", da!am Soerjono Soekanto, ibid. , hlm. 59-61.
77 Lawrence M. Friedman (Penyunting: Nurainun Mangunsong)(Pentejj'emuh: M.

Khozim), 2009, Sistem Hukum, Perspektjfllmu SOSiol(Tenemahan dan Lawrence M. Friedman,
1975, The Legal System: A Socialscience Perspekt!/; RusselSoge Foundation, New York), Cetakan I,
Nusa Media, Bandung, hlm. 12-19,
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altari dibangun hanya budaya hukum masyarakat. Budaya hukum ponyelenggara

negara sama sekalitidak disinggung. Haltersebut menunjukkan kurangnya

kesadaran dan pemerintah mengenaiartipenting pembangunan budaya hukum,

Mengingat kecenderungan meinprihatinkan yang te^jadi dalam

masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa halitu

metupakan atibat dan tidak diagendakannya Pembangunan Budaya Hukum

pettyGlenggara negara. Berbagai pelanggaran hukum dan tindak pidana yang

dilakukan o1eh pembentuk hukum, pelaksana atau penerap hukum, dan penegak

hukum selain menunjukkan tenadinya krisis KGteladanan juga menimbulkan

pertanyaan apakali pembangunan budaya hukum sebagaimana diamanatkan o16h

GBHN 1998, GBHN 1999-2004, UU No. 25 Tallun 2000, dan UU No. 17 Tahun

2007 sudah benat-benar dilaksanakan? Padahal dalam masyarakatlndonesia yang

bersifat paternalistik, dan CGnderung beranggapan bahwa hukum Identik dongan

petugas atau pejabat yang mengakibatkan baik buruk hukum dikaitkan dengan

perilaku perugas atau pejabat mala budaya hukum dapat ditumbuhkari dan

keteladanan.

dan 54.
78 Soerjono Soekanto, "Faktor Masyarakat", dalam Soerjono Soekanto, op. _cic, hlm, 46
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A, Sinnpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di inuka dapat disimpulkan

ballwa Feinbangunan HUIcurn Nasional yang telah dilakukan salarna ini belum

menghasilkan Sistem Hukum Nasional yang uruh (yang menputitiga komponen

sekaligus yaitu komponen substansi hukum, struktur hukum termasuk sarana dan

prosaranahukum, senakomponen kulturhukum).

Sampai han ini yang kenhatan menunjukkan hasil adalah Pembangunan

Materi Hukum dan Struktur Hukum (termasuk sarana dan prasarana), sedangkan

Pembangunan Budaya Hukum belum memberikan hasilsebagaimana diharapkan.

Hal tersebut disebabkan o1eh kendala berupa Korangnya kesadaran dan

Peruerintah akan arti penting Pembangunan Budaya Hukurn (karena selain

rencana Feinbangunan Budaya Hukum bam masuk pada GBHN 1998, juga

berdasarkan GBHN 1998, GBHN 1999-2004, UU No. 25 Tabun 2000, dan UU

No. 17 Tahun 2007 yang akan dibangun hanya budaya hukum masyarakat), dan

ketiadaan keteladanan dan elit kekuasaan baik dilembaga legislatif (pembentuk

hukum), GKSekutif (pelaksana amu penerap hukum), inaupun yudikatif (penegak

hukum).

B. Saran

BABV

PENUTUP

Untilk mengatasi keridala-kendala tersebut di atas disarankan agar

Feinbangunan Budaya Hukum masyarakatlebih ditingkatkan, dan Feinbangunan

Budaya Hukuin penyelenggara negara (dalam ranah legislatif, eksekutif, dan
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yudikatif) dimasukkan sebagaisalah satu kebijakan dalam Pembangunan Hukum

Nasional, dan pelaksanaaimya diprioritaskan.
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2. ANGGOTATm PENELITl(I)

2

NamaLen ka

3

Jabatan Fun sional

4

Jabatan Struktural

5

NIS/NIDN

6

Tern

7

A1amatRumah

at danTan alLahir

8

Nomor Tele o111Faks/HP

9

A1amat e-mail

Mata Kuliah

10

Dr. Bamban Sadono, S. H. , M. H.
..

Riwa at Pendidikan

Lektor/Inc
.
.

an Dialn u

06557003801022/0630015701

FengalamanPenelitian Dalam 5TahunTerakhir

BIOra, 30 Januari1957
11. Hanilo No. 8, Kra ak Indah, Sin

,, 0812/4/41409

No

bambanusadono(in Inail, coin

I. Hukum Tata}. legara Lanjut
2. HukumAgraria
3. HukumAgraria Lanjut
4. HukumKontrak

Tabun

I. 2011

I. SI Fat. HukumUNDIP

2, S2 Magisterllm11HukumUl\TDIP
3. S311mu HukumUNDTP

2.

Implikasidan KonsekuensiHukum
Feinbubaran Perseroan Terbatas dalam

PerspektifUUN0, 40 Th. 2007 (sbg.
an ota

2012

JudulPenelitian

PersepsiDosen mengenaiPerlindungan
Hat Ciptaatas Buku danKmyaTulis
menurutUU No. 19 Th. 2002 tentang
Hak Cipta diLirigkunganUniversitas
Semaran seba ajari ota.

Fengalaman Fengabdia, IKepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun

I. 2011

2.

JudulPengabdianKepada Manyarakat

Sumber

Pendanaan

PenyuluhanHukum tentang Kasus-kasus
Pertanahan yang MenonjoldiJawa
Ten all

2012

usM

PenyuluhanHukum tentang KGpatuhan
Badan Publik dalam Implementasi
KGterbukaan InformasiP11blik

Jinl.

R

Rp 2.5 it

UsM Rp 2,5 it

Sumber

Pendanaan

Mandiri

Jinl. R

Mandiri

64



3.

4.

2012
2012

Pen uluhanHukumtentan UU Politik

5,

Penyuluhan HUI{urn tentang
ImplementasiHukumPers danHukum
Penyiaran dalamKerangkaMewujudkan
DemokrasiPenyiaran yang Sehat di
Surakarta.

2012 PenyuluhanHukumtentang
ImplementasiHukumPersdanHukum
Penyiaran dalam KGrangka Menujudkan
Demokrasi Penyiaran yang Sehat di
Kudus.

Mandiri

Mandiri

Mandiri

Semarang

AnggotaTim

A stus2013

neliti

Dr. Barnb n Sadono S. H. M. H

NIS/NIDN: 65 7003801022/0630015701
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3. ANGGOTATIMFlENELIT1(2)

I. NamaLengkap

2. Jabatan Fungsional

3. Jabatan Siruimral

4. NISA. !IDN

5. Tempat dan TanggalLahir

6. A1amatRumah

7. No. TeleponIHP

.

8.

Amri Panaliatan Sihotang, S. S. , S. H. , M. Hum.

A1amat E-mail

9.

Lektor KGpala/TVA

MataKuliah YangDiampu

Sekretaris Program SI

06557003801025/0620046901

Pen alaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

Tapanuli Utara, 20 April1969

No.

Perumahan Sambiroto BaruN0. 133, Semarang

Tahun

(024) 76740351

I,

aini, i ariahataiifti!, ahoo. co. id

2008

I. IsBD

2. FilsafatHukum
3. Etika ProfesiHukum

2,

Faktor-fukior yang Menyebabkan Munculnya
Ariak Ialanan dan Perlindungan Hukumnya
(StudiKasus diKota Semarang)

2009

3.

Judul Penelitian

2010

Standar Fasilitas Pelayanan PerusalIaan jasa
TransportasiBus Panwisatakepada Konsumen

4.

Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan
Penanjian Kredit Keridaraan Bermotor pada
PerusalIaanPembiayaanKonsumen

2011

5.

K;^jian UU No. 13 Tallun 2003 tentang
PelaksanaanKGtenagakerjaan terhadap

Outsourcing dan HAM

2012 Implementasi Hubungan KGwenangan
Pemerintalian antara Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengali dengari Feinerintahan
Kota berdasarkan OtonomiDaerah

Sumber

Pendanaan

usM

Jumlah

(Rp)

UsM

Rp 2,5 Juta

usM

Rp 2,5 Juta

UsM

Rp 2,5 Juta

Rp 2.5 Juta

UsM Rp 2,5 Juta

66



Pen alama, IPen abdian ke ada Mas arakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tabun

I, 2009

2.

JudulPengabdianKepada Masyarakat

Konsultasi Hukum di KGlurahan Sanibiroto,
KGcamatanTembalang, Kota Semarang

2010

3.

Penyuluhan Hukum UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan KGkerasan Dalam Ruinah
Tangga di KGlurahan Sambiroto, KGcamatan
Ternbalang, Koto Semarang

2011

4.

Penyuluhan Hukum tentang UU No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan KGkerasan dalam
Romaji Tangga di Kenirahan Kudu, Kecamatan
Genuk, Kota Semarang

2012 Konsultasi Hukum tentang Pt^Iak Daerah di
KGluralian Penggaron LOT, Kecamatan Genuk,
Kota Semarang

Sumber

Pendanaan

UsM

Jumlah

(Rp)

usM

Rp 1.5 Juta

RP I, 5 Juta

usM

Semarang,

RP I, S Juta

UsM

Agustus 2013

Anggota T'in Peneliti,

RP I, 5 Juta

ArmiPanahatan Sihotang, SS, , SH. , M. Horn.

NIS/I^110N: 06557003801025/0620046901
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LEMBAGAPENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYA

UNIVERSITASSEMARANG

Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang 50, .96
Telepon 024-6702757;fax 024-6702272

@

Nomor: 09J IUSM. H8/L/2013

Pada hariini, ruinat tanggalsatu maret, tahun dua rib t' b I ,
tangan dibawah ini:

I. . Dr. Wyati Saddewisasi, SE, , Msi

NIP. 1,96001.1.9 198703 2 001

SURAT PERJANilAN

PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS SEMARANG

2. Dr. Tundjung'Heming S, SH, CN. ,M. Hum

NIS. 06557003803.01.7

Kedua belah pihak beadasarkan keputusan yang diambil I h t'
Lem'bagaPenelitiandanPengabdianKepadaMasarakatU' 't ,
samasepakatmengadakan PedantianPelaksana Penelitiand k
sebagai berikut : '

Sebagai atas nama Ketua LPPM Universitas
Semarang dalam halini bertindak untuk dan
atas nama perguruan tinggi tersebut yang

berkedudukan of Semarang seianjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

.

~

Sebagai Staf Pengajar Universitas Semarang
sei-aku ketua' Provek Peneli^ian Yang dibiayai
o1eh Universitas Semarang dengan Nomor :
091 IUSM. H8/L/2013 tanggal I Maret 2003
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

^



P. .. I ^

PIHAK PERTAMA memberIkan tugas kepada .PIHAK KEDUA. d '
tersebutuntukmengkoordinasidanbertanggungjawabterhada s bt "
pelaksanaanpenelitiansebagaiketuapelaksananyasebagaitercant dl " ".

Pasa1 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana perlelitian an terseb t d
YangdibebankanpadaAnggaranPenelitianDosenUniversitasSe d :
H8/L/2013tanggalL Marettahun 202.3. Pembayaran elaksan k
tercantum pada Pasal, ., dilaksanakan meIaiui Lemba a Pe It' d
MasyarakatUniversitasSemarangyangakandibayarkandalam2(dua)tah b :

Tahap Pertaina 60%sebesarRp 1,500,000, -yaitu setelah S tP on
kedua belah pihak. Seto!ah 2 (dual bulan PIHAK KEDUA menerima da t h
KEDUA harus menyerahkan laporan draft kerna'uah P I't'
sebagaimanaterlampirda!amBukuTataLaksanaKegiatanPenel't' ,L b "
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semaran edisi L;

Tahapkeduasebesar40%yaituRp1. .000,000, *setolahla " "
disyahkan. o1eh pereview dan telah diseminarkan o1eh Lemba P I"
Kepada Masyarakat Universitas Semarang.

Pasa1 3

Apabila PIHAKKEDUAkarenasatudan lainhalbermaksud in b h I
pelaksana penelitian Yang telah disepakati dalam surat Per'an'i ' ' P
mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Perubahan pelaksanaan 10kasi/ketua pelaksana penelitian padaayat(,.) da at dib k b'I
telah mendapatkan persetujuan tenebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

a.

b.

( I)

(2)

(J) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian an dim k d d I
lambatnya 3 (figa) bulan, terhitungsaat Perlanjian iniditanda tan an joteh k d b I h

(2) PIHAKKEDUAharusmenyerahkanlaporankemajuanpelaksanaan enelitia id
2huruf(a)djatas. gasa

PIHAKKEDUAharusmenyerahkan'laporan hasil eneiitian k ' d P
(tiga) eksemplar dan ringkasan (abstrak) dalam bahasa Inggris seb^n ak 0.5 h I ,
artikel'ilmiahyangterpisahdarilaporanhasilpene!itiansebanyakl(satu)ekse I '

(3)

Pasa1 4



Pasa15

Laporan hasi! penelitian yang tersebut pada pasa14 diatas harus memenuhi ketentua b
berikut :

a, Bentuk/ukuran kertas kuarto.
b. Warna kulit inuka Coklat.

Pada bagian bawah kulit inuka tertulis : Provek enelit' " 'C,

Semarang dengan Suret Pedantian Nomor: 09, ./ UsM. H8/L/2013

Pasa! 6

DaiamhalPIHAKPERTAMAberhentidarijabatannyasebelum Ik " "
selqruhnya, inaka PIHAK PERTAMA wajib menyerah terimakan t
kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Dalamhalketuapelaksana penelitianpadaPasal, .tidakdaat I 'k "
sep. enuhnya, in aka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk penggantin a.

Apabila batss viaktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA b I
pekerjaanseluruhnyapadaPIHAKPERTAMA, inakaPIHAKKEDUAdiken k d d '
(sepuluh Persen), terhitungdaritanggaljatuhtem'poyangtelah ditetapkan darisurat '
penelitian.

Bagi penelitiy-ang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian daiam kh' t h
sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakh', k I
bersangkutanyang belumsempatdicairkandinyatakan hangus(tidakda atdica' k k b I'.

(5) Apabila waktu pene!itian sepertitersebutpada Pasa14ayat (1)tidakda td' hi,
seianjutnyaPIHAKPERTAMAakanmempertimbangkanusul-USUI e I't' b

(1)

(2)

(3)

(4)

Dibiayai Dieh UniverSitas

Hak Cipta Pene!itian

perbanyakan laporan
PERTAMA.

Pasa1 7

bereda pada Ketua Pelaksana Peneiitian, sedangkan untuk pen andaan/
hasil akhit penelitian atau laporan singkatnya adalah wetvenan PIHAK

I



Pasa1 8

PIHAK KEDUA dikenakan fee institusi penelitian SOSuai den SK
^3015K/UsM, HID/3003. ab, .era, :i9, "nt, ,kfakulta, at"*Iunlt enema b ,
untok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mas arak t U '
dibayarkan o1eh PIHAK KEDUA pada saat pencairan dana taha 11.

Surat Perlanjian Pelaksanaan Penelitiini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) ran k d'b b
mastng"masing sebesar Rp 6000, -(enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan k d
KEDUA.

Hai-hal Yang belum diatur dalam
secara musyawarah.

pasa1 9

perlanjian ini akan direntukan kernudian o1eh kedua belah ihak

"'! T, 7'

Pasa1 3.0

PIHAK PERTAMA,

":;^",
, 11
11^: ^V';ItI SaddewisaSi

I^. ,. 9600/19 198703 2 001
SE. Msi

Semarang, ,. Maret 2013

*u. Ivrn$,, Mengetahui,
**'^^,^A c-iversitasSemarang

^'~ 11.
a

PIHAK KEDUA,

Ketua Proyek Penelitian,

Dr. Tund'un Hemin S SH CN. M. Hum
NIS, 0655700380, .01.7

,
,r

=^

. H. P lawans'ahH SE. ME

I I^1'!'I ' rims 198L03 1001
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